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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana
pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe
berdasarkan perspektif KUHP dan hukum Islam, serta mengkaji relevansi model
pemidanaan hybrid dalam menciptakan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus
yurisprudensi, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan
sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHP, pelaku terbukti
memenuhi unsur-unsur Pasal 363 KUHP sehingga dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana secara penuh; sedangkan menurut hukum Islam, perbuatan tersebut
memenuhi unsur jarimah sarigah namun tidak memenuhi syarat hudid, sehingga
sanksi yang tepat adalah ta‘zir. Peneclitian ini juga menyimpulkan bahwa
pendekatan pemidanaan hybrid yang mengintegrasikan nilai keadilan hukum positif
dan hukum Islam dapat menjadi model pemidanaan yang lebih proporsional,
kontekstual, dan responsif terhadap pemulihan sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan,
KUHP



ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator of
aggravated theft in Decision Number 68/Pid.B/2024/PN Soe based on the
perspectives of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Islamic law, as well as
to examine the relevance of a hybrid sentencing model in achieving substantive
Justice.

This research employs a normative legal method using the statute approach,
conceptual approach, and case-based jurisprudential analysis, supported by
primary and secondary legal materials.

The findings indicate that under the KUHP, the perpetrator is proven to have
fulfilled the elements of Article 363, thereby bearing full criminal responsibility,
whereas from the perspective of Islamic law, the act constitutes a jarimah sarigah
but does not meet the requirements of hudud, making ta‘zir the appropriate
sanction. This study further concludes that a hybrid sentencing model integrating
the principles of positive law and Islamic law offers a more proportional,
contextual, and socially restorative approach to criminal punishment.

Keywords: Criminal Liability, Aggravated Theft, Indonesian Criminal Code
(KUHP)
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Konsekuensi dari asas negara hukum adalah bahwa segala aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada
hukum'. Dalam konteks ini, hukum pidana memainkan peran penting sebagai
sarana perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang
mengganggu ketertiban umum. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai
alat represif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga memiliki peran
preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pemberian
efek jera kepada pelaku dan calon pelaku kejahatan. Peran ini semakin krusial
mengingat kompleksitas kehidupan sosial yang memunculkan berbagai
potensi konflik, termasuk tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

Lebih lanjut, hukum pidana modern dituntut untuk tidak hanya bersifat
retributif, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, baik bagi
korban maupun pelaku. Dengan berkembangnya paradigma keadilan
restoratif, hukum pidana diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan

negara, masyarakat, dan individu melalui pendekatan yang lebih humanistik

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).



dan solutif. Oleh karena itu, hukum pidana tidak lagi dipahami semata sebagai
sarana penghukuman, melainkan juga sebagai upaya untuk memperbaiki
tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Efektivitas hukum pidana sebagai instrumen perlindungan sosial sangat
bergantung pada bagaimana aturan dan kebijakan pemidanaan diterapkan
secara konsisten dan adil. Penegakan hukum yang tajam ke bawah tetapi
tumpul ke atas akan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem
peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh
elemen penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana secara profesional,
transparan, dan akuntabel.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di tengah
masyarakat adalah tindak pidana pencurian, baik tindak pidana pencurian
maupun tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan. Tindak
pidana pencurian ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi
juga menimbulkan rasa tidak aman dan mengancam stabilitas sosial dalam
masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penanggulangan dan
pemidanaan terhadap pelaku pencurian, khususnya pencurian dengan
pemberatan, menjadi sangat relevan dalam rangka memperkuat fungsi hukum
pidana sebagai pelindung masyarakat.”.

Fenomena sosial yang berkembang menunjukkan bahwa berbagai

tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian, seringkali tidak dapat

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
RajaGrafindo Persada. him. 13



terlepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat’. Ketimpangan sosial dan
tingkat kemiskinan yang masih tinggi di berbagai daerah di Indonesia menjadi
faktor yang mendorong sebagian individu untuk melakukan kejahatan demi
memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari*. Dalam situasi yang sulit
tersebut, moralitas dan hukum sering kali berbenturan dengan realitas
ekonomi, sehingga muncul tindakan yang menyimpang, seperti pencurian
yang dilakukan bukan semata karena keserakahan, melainkan karena desakan
kebutuhan hidup’.

Kondisi ekonomi yang memprihatinkan ini semakin diperberat oleh
ketidakmerataan pembangunan dan terbatasnya lapangan pekerjaan di
wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah terpencil atau kurang
berkembang. Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua warga negara
memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan peluang
penghidupan yang layak. Ketika seseorang hidup dalam tekanan ekonomi
yang kronis, ditambah dengan kurangnya dukungan sosial dan kebijakan
afirmatif dari negara, maka ruang untuk bertindak secara rasional dan hukum
semakin menyempit. Dalam situasi demikian, tindakan melawan hukum,
seperti pencurian, sering kali dipilih sebagai alternatif jalan pintas untuk dapat

bertahan hidup, meskipun tidak dapat dibenarkan secara hukum.®

3 Mochtar Kusumaatmadja. (2003). Hukum dan Pembangunan. Alumni. hlm. 14

* Endang Sulistyowati, & H. Budi Santoso. (2019). Faktor sosial ekonomi sebagai penyebab tindak
pidana pencurian. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(2), hlm. 123-137.

5 Teguh Prasetyo. (2018). Moralitas dan realitas sosial dalam tindak pidana pencurian. Jurnal Hukum
dan Pembangunan, 48(4), hlm. 456-472.

¢ Hadinoto, Y. (2020). Kemiskinan dan Kriminalitas: Kajian Teoritis terhadap Hubungan
Kausalitas. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(2), hlm, 125-137.



Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial yang
sangat terbatas, membuat masyarakat rentan terjerumus ke dalam tindakan
kriminal. Dalam kerangka ini, pendekatan hukum pidana tidak dapat
dilepaskan dari pemahaman yang lebih luas mengenai latar belakang sosial
ekonomi pelaku. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang efektif
seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek pemidanaan, tetapi juga
mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak
pidana tersebut. Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial
ekonomi pelaku berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif dan
memperparah siklus kemiskinan serta kriminalitas = yang terjadi di
masyarakat.’

Realitas tersebut menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya
represif, melainkan juga restoratif dan rehabilitatif’>. Negara sebagai
pemegang otoritas hukum memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya
menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif
yang berakar pada kondisi riil masyarakat’. Dalam konteks inilah, analisis
terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan
menjadi relevan untuk menggambarkan bagaimana hukum harus hadir

sebagai sarana keadilan, bukan sekadar alat pembalasan'?. Terlebih lagi jika

7 Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit
Universitas Diponegoro. hlm. 67-70.

8 Arief, B. N. (2006). Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. hlm. 25
® Mahfud MD. (2010). Peran negara dalam penegakan hukum dan keadilan. Jurnal Konstitusi, 7(2),
hlm. 145-159.

10 Maria Farida Indrati. (2015). Hukum Pidana dan Keadilan Substantif di Indonesia. Rajawali Pers.
hlm.7



tindakan pencurian dilakukan dalam kondisi yang kompleks, seperti tekanan
ekonomi atau sosial, maka sistem hukum harus mampu memberikan respons
yang proporsional dan manusiawi'!.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu
bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian tidak hanya secara material,
tetapi juga secara sosial. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian
dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang memberikan hukuman lebih berat dibandingkan dengan
pencurian biasa karena adanya unsur-unsur tertentu seperti dilakukan pada
malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak.'? Perbuatan
ini dinilai lebih berbahaya karena mengandung dimensi niat jahat yang lebih
kompleks dan berdampak lebih besar terhadap ketertiban masyarakat.'?
Pasal 363 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.  Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

di situ tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak;

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk
mendapat barang yang dicuri, dilakukan dengan merusak, memanjat,
atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan
palsu;

4.  Pencurian yang dilakukan dengan memakai kendaraan;
Pencurian terhadap ternak.”'

e

I Kurniawan, A. (2019). Respons hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif kemanusiaan.
Jurnal Hukum Internasional, 14(3), him. 213-228.

12 Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. him. 54-56.

13 Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. him. 112

14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.



Pasal ini memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai unsur
pemberatan, yang menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengadopsi
pendekatan formil dalam mengidentifikasi tingkat keseriusan suatu tindak
pidana.'> Dengan adanya unsur pemberatan tersebut, pelaku pencurian tidak
hanya dikenai ancaman pidana yang lebih tinggi, tetapi juga ditempatkan
dalam posisi pertanggungjawaban pidana yang lebih berat karena telah
melanggar norma hukum dengan cara-cara yang membahayakan rasa aman
masyarakat secara umum.'®

Perbedaan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan
terletak pada sifat perbuatan dan cara pelaksanaannya. Dalam pencurian biasa
sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pelaku hanya mengambil barang
milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum!’, Sementara itu, pencurian dengan pemberatan melibatkan situasi
atau metode yang dianggap lebih merugikan korban dan lebih mengganggu
ketertiban umum, seperti dilakukan pada malam hari, menggunakan
kekerasan, atau dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, pencurian
dengan pemberatan dipandang lebih serius dan memerlukan penanggulangan
hukum yang lebih tegas.

Selain dari sisi hukum positif, secara sosiologis tindak pidana pencurian

dengan pemberatan juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap rasa

15 Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 27
16 Andi Hamzah. (2005). Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45
17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal 362.



aman masyarakat'®. Ketika pencurian dilakukan dengan cara merusak pintu
rumah warga di tengah malam, misalnya, hal ini tidak hanya merugikan
korban secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif di
lingkungan tempat kejadian. Negara melalui sistem peradilan pidana
memiliki tanggung jawab untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta
memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Keberadaan unsur pemberatan juga menunjukkan bahwa hukum pidana
Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif'®. Pemberian
pidana yang lebih berat terhadap pencurian yang disertai unsur memberatkan
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa
mendatang. Hal ini penting mengingat kejahatan pencurian dengan
pemberatan kerap terjadi dalam pola berulang, dan seringkali menjadi bagian
dari tindak kriminalitas yang lebih luas. Dengan demikian, pengenaan sanksi
pidana yang proporsional dan tegas merupakan manifestasi dari fungsi hukum
dalam menjaga ketertiban sosial.

Kasus nyata yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.00
WITA, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe, unsur-unsur tindak pidana
pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363
KUHP tampak terwujud secara konkret. Dalam perkara ini, terdakwa Jutra
Hendrik Mekolie alias Jutra terbukti melakukan pencurian terhadap sebuah

tas laptop milik korban di kamar Hotel Bahagia 2 Soe dengan cara memasuki

18 Endang Sulistyowati, & H. Budi Santoso. (2019). Faktor sosial ekonomi sebagai penyebab tindak
pidana pencurian. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(2), hlm. 123-137.

19 Barda Nawawi Arief. (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
him.115.



area hotel tanpa izin melalui gerbang utama yang terbuka, menyusuri lorong
kamar, membuka tirai jendela kamar nomor 303 yang dalam keadaan terbuka,
dan mengambil tas laptop tersebut saat korban sedang tertidur pulas. Aksi ini
dilakukan pada malam hari dan melibatkan cara-cara yang memenuhi unsur
pemberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5
KUHP.

Perkara pidana yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Soe,
terdakwa atas nama JHM, seorang laki-laki berusia 32 tahun, lahir pada
tanggal 24 Juni 1992 di Nifunenobais, Kecamatan Amanuban Barat,
Kabupaten Timor Tengah Sclatan, didakwa telah melakukan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
Terdakwa yang beragama Kristen dan berprofesi sebagai sopir ini berdomisili
di Desa Tubuhue, RT/RW 001/001, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

Kejadian tindak pidana bermula pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024
sekitar pukul 23.00 WITA, ketika terdakwa berjalan kaki dari tempat kostnya
menuju Hotel Bahagia 2 Soe yang berlokasi di Kelurahan Karang Siri,
Kecamatan Kota Soe, dengan jarak sekitar 500 meter. Setibanya di lokasi,
terdakwa masuk ke area hotel melalui gerbang utama yang saat itu dalam
keadaan terbuka tanpa izin dari pihak pengelola. Dengan dalih ingin
menggunakan akses internet, terdakwa menyusuri lorong kamar hotel dan

kemudian memperhatikan kamar nomor 303 yang jendelanya terbuka.?’

20 KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5



Terdakwa kemudian mendekati jendela kamar tersebut dan membuka
tirai dengan tangan kanannya. Dari luar, ia melihat seorang perempuan
bernama Femi Modesta Sinaga tengah tertidur lelap, dengan sebuah tas laptop
yang diletakkan di sebelah korban, sekitar satu meter dari jendela. Melihat
adanya peluang, terdakwa segera bertindak: ia memasukkan kaki kirinya ke
dalam kamar melalui jendela, sedangkan kaki kanannya tetap berada di luar,
lalu meraih tas laptop tersebut dan membawanya kabur. Setelah berhasil
mengambil barang tersebut, terdakwa melarikan diri dengan memanjat pagar
belakang hotel dan melompat ke atas atap rumah yang terletak di belakang
hotel.?!

Terdakwa kemudian berjalan menuju kawasan Cabang Kesetnana (KM.
2) dan memeriksa isi tas tersebut. Di dalamnya terdapat satu unit laptop merek
Asus, sebuah charger, mouse, kabel HDMI, alas mouse, dan satu botol cairan
pembersih kacamata. Barang-barang tersebut dipindahkan ke dalam sebuah
dus, sementara tas laptopnya dibuang ke pinggir jalan. Fakta persidangan juga
menunjukkan bahwa terdakwa telah mempersiapkan alat bantu berupa obeng,
yang digunakan untuk mencongkel jendela kamar hotel. Selain tas laptop,
terdakwa juga mengambil satu unit laptop tambahan, dua unit telepon
genggam, dan sejumlah uang tunai yang disimpan di dalam lemari kamar

tersebut.?

2l Sembiring, H. (2021). Hukum Pidana Indonesia: Analisis Kasus dan Penerapannya. Jakarta:
Rajawali Pers. hlm. 102

22 Lubis, M. A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif dan Sosiologis.
Medan: Universitas Sumatera Utara Press. hlm. 56



Keseluruhan tindakan pencurian ini dilakukan pada malam hari, tanpa
sepengetahuan korban, dan dengan menggunakan alat bantu serta teknik
penyusupan, yang secara hukum memenuhi unsur pemberatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Terdakwa secara diam-
diam memanfaatkan situasi korban yang sedang tidak sadar, serta melakukan
tindakan pencurian melalui cara yang tergolong sistematis dan terencana.”’

Keesokan harinya, korban baru menyadari bahwa telah terjadi
pencurian di kamar hotel tempat ia menginap, dan segera melaporkan
kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Penyelidikan yang dilakukan aparat
kepolisian membuahkan hasil setelah diperoleh rekaman CCTV dari sekitar
area hotel yang memperlihatkan ciri-ciri terdakwa. Berdasarkan rekaman
tersebut dan hasil penyelidikan lebih lanjut, terdakwa berhasil ditangkap tiga
hari setelah kejadian.?*

Perkara kemudian diajukan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Soe untuk diperiksa dan diadili. Dalam proses persidangan, hakim
mempertimbangkan berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, hasil
rekaman CCTYV, serta barang bukti yang ditemukan. Berdasarkan fakta yang
terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

23 Simanjuntak, R. (2022). "Unsur Pemberatan dalam Pencurian dan Implikasinya terhadap
Penjatuhan Hukuman." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(2), hlm.145-160.
24 Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe. (2024).
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pencurian dengan pemberatan, dan menjatuhkan pidana penjara kepada
terdakwa.?’

Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe ini menjadi studi penting dalam
menganalisis penerapan unsur-unsur delik dalam Pasal 363 KUHP,
khususnya dalam konteks pembuktian tindak pidana pencurian yang disertai
pemberatan. Majelis Hakim tidak hanya menilai perbuatan dari aspek materil
pencurian, tetapi juga menimbang unsur pemberatan, seperti dilakukan pada
malam hari, dengan cara merusak, dan dilakukan secara diam-diam terhadap
korban yang sedang tidur.®

Kasus ini juga menimbulkan refleksi kritis atas aspek keadilan
substantif. Dalam perspektif hukum Islam, misalnya, pencurian tidak hanya
dinilai dari sisi formil perbuatan, tctapi juga mempertimbangkan keadaan
sosial, niat pelaku, dan kemanfaatan hukuman. Dalam konteks ini, beberapa
ulama mengedepankan prinsip al- ‘adl wa al-ihsan (O==Y s J>) keadilan
dan kebajikan yang menuntut bahwa penjatuhan hukuman harus tetap
mempertimbangkan pemulihan moral, perlindungan sosial, dan peluang
rehabilitasi pelaku?®’.

Kerangka hukum Islam, penegakan keadilan tidak semata-mata
berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga mempertimbangkan

maslahat umum dan perbaikan sosial secara menyeluruh. Hukuman yang

25 Sutrisno, D. (2020). Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Genta
Publishing. hlm. §9-92

26 Lubis, A. (2023). "Aspek Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian: Studi Putusan Pengadilan."
Jurnal llmiah Hukum, 18(1), hlm. 77-89.

27 Al-Qaradawi, Y. (1999). Figh al-Zakat: A Comparative Study. Dar Al Taqwa Ltd. hlm. 112
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dijatuhkan hendaknya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga
mengandung nilai edukatif dan preventif agar pelaku menyadari kesalahan
dan tidak mengulanginya. Oleh karena itu, jika pelaku merupakan individu
yang mengalami tekanan sosial, kemiskinan, atau kondisi psikologis tertentu,
maka pendekatan keadilan Islam akan mendorong ijtihad hukum yang lebih
manusiawi dan kontekstual?®,

Selain itu, hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi penerapan
sulh (=) atau penyelesaian damai antara korban dan pelaku, khususnya
dalam kasus-kasus yang tidak memenuhi syarat penjatuhan hudiid. Konsep
ini sejalan dengan pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk
memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dengan adanya
penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi, pelaku diberi kesempatan
untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial tanpa harus sepenuhnya
dihukum secara keras. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam
mencapai keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan
spiritual®.

Praktiknya, pemikiran keadilan Islam juga menekankan pentingnya
mempertimbangkan maqasid al-shart‘ah (d2,4) 2alic)| yakni tujuan-tujuan
syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam
konteks pencurian, meskipun harta merupakan salah satu hal yang wajib

dilindungi, namun penjatuhan sanksi harus tetap berpijak pada keadilan yang

28 Kamali, M. H. (2008). Principles of Islamic Jurisprudence (3rd ed.). Islamic Texts Society. hlm.

2 Saeed, A. (2006). Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues. Islamic
Research and Training Institute. him. 42
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proporsional dan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Oleh
sebab itu, pemidanaan dalam kasus Jutra Hendrik Mekolie perlu pula dilihat
dari perspektif ini: sejauh mana hukuman yang dijatuhkan mampu memenuhi
tujuan syariat dalam melindungi masyarakat sekaligus memberi kesempatan
bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri’°.

Hukum Islam memandang pencurian sebagai salah satu bentuk jartimah
hudid (252> A»), yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan
secara pasti dalam al-Qur’an dan Sunnah, serta tidak dapat diubah oleh
otoritas manusia.’! Jenis jarimah ini mencerminkan bentuk pelanggaran
serius terhadap hak-hak Allah dan stabilitas masyarakat, sehingga sanksinya
bersifat tetap (qat‘T) dan mengandung unsur pembalasan serta pencegahan.*

Pelaksanaan hukuman tersebut mensyaratkan terpenuhinya berbagai
ketentuan khusus, seperti barang yang dicuri harus mencapai nisab (<b<=d)
atau batas minimum nilai harta tertentu, berada di tempat yang aman, serta
tidak terdapat unsur syubhat (<le%) yang dapat menimbulkan keraguan.?
Dalam literatur figh klasik, para ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi‘t
menjelaskan bahwa pencurian harus terjadi atas harta yang sah secara

kepemilikan dan benar-benar dijaga keamanannya.3*

30 Al-Shatibi, 1. 1. (2006). Al-Muwafagat fi Usul al-Shariah (The Reconciliations in the
Fundamentals of Islamic Law). Dar Al Kutub Al [Imiyyah. hlm. 215

31 Al-Mawardi, A. H. (2000). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 72

32 Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications. hlm. 56
33 Al-Kasani, A. B. (1986). Bada'i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah. hlm. 145

3% Al-Nawawi, Y. ibn Sharaf. (1996). Al-Majmii ‘ Sharh al-Muhadhdhab. Beirut: Dar al-Fikr. him.
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Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman
hudud tidak dapat dijatuhkan, dan tindak pidana tersebut akan digolongkan
ke dalam kategori jarimah ta‘zir (U:=%), yaitu kejahatan yang sanksinya
ditentukan oleh otoritas negara atau hakim berdasarkan tingkat pelanggaran,
konteks sosial, dan pertimbangan kemaslahatan.

Kaitannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian,
ulama kontemporer memberikan perhatian besar terhadap aspek syarat dan
situasi sosial yang melatarbelakangi perbuatan. Wahbah al-Zuhaylt dalam
karyanya al-Figh al-Islamt wa Adillatuh menjelaskan bahwa tidak semua
tindakan pencurian secara otomatis dikenai hukuman potong tangan. la
menegaskan bahwa syarat-syarat hudiid harus terpenuhi secara ketat agar
tidak terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Al-Zuhayli menulis:

1558 ol bl G eia St g 55 13] M) ) 2 o Y ey 50
1R ) oS g g dagi W g ecbiaill il g ¢ 5 a3 s ) Ul
Shim e

("Syariat tidak menetapkan hukuman potong tangan kecuali jika telah

terpenuhi syarat-syarat yang ketat, yang terpenting di antaranya adalah

bahwa harta yang dicuri berada dalam penjagaan, mencapai nisab, tidak
terdapat syubhat, dan pelaku mencuri secara sadar tanpa paksaan.'")3®

Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam

menjatuhkan hukuman berat. Oleh karena itu, dalam kasus pencurian yang

melibatkan kondisi keterpaksaan sosial atau ekonomi, seperti karena

35 Hallag, W. B. (2009). An Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press.
hlm. 34

36 Al-Zuhayli, W. (2003). Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Islamic Jurisprudence and its Proofs). Dar
Al-Fikr. him. 112
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kemiskinan ekstrem, para ulama umumnya sepakat bahwa unsur syubhat
telah masuk, dan sanksi hudiid tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini,
pendekatan fa zir menjadi lebih tepat dan manusiawi®’.

Muhammad Abii Zahrah, dalam bukunya Ugabat al-Islam, juga
menekankan bahwa sanksi dalam hukum Islam harus dilihat dalam kerangka
moral dan sosial. [a menyatakan:

" 5Ead 13) 5 calad) pllaal) dlead i 5 Lail g a5 g 55 o) 2Oy b 3 ganl)
Buall 15 3 Lebidant Jla clgiald) & S ) ot

("Hudad dalam Islam tidak disyariatkan untuk balas dendam,

melainkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Jika ternyata

pelaksanaan hudiid menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka
diperbolehkan untuk menundanya demi mencegah kemudaratan.")?8

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam tidaklah
kaku, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks sosial yang
melingkupi suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus seperti
Jutra Hendrik Mekolie yang melakukan pencurian dalam situasi tertekan,
pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan potensi
rehabilitasi menjadi lebih sesuai dengan semangat keadilan dalam syariat
Islam.

Hukum Islam memandang pencurian sebagai salah satu jarimah hudad

(252> 23 »») dengan sanksi yang sangat berat dalam kondisi ideal. Namun,

pelaksanaan hukuman tersebut mensyaratkan terpenuhinya berbagai

37 Hallag, W. B. (2009). Shari‘a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge University Press.
hlm. 142
38 Abu Zahrah, M. (1995). Uqubat al-Islam. Dar al-Fikr. hlm. 55
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ketentuan khusus, seperti barang yang dicuri harus mencapai nisab (<b<=d),
berada di tempat yang aman, serta tidak terdapat unsur syubhat (©lgxd) yang
dapat menimbulkan keraguan. Dalam literatur figh klasik, para ulama seperti
Imam Malik dan Imam Syafi‘Tt menjelaskan bahwa pencurian harus terjadi
atas harta yang sah secara kepemilikan dan benar-benar dijaga keamanannya.
Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudad
tidak dapat dijatuhkan dan tindak pidana tersebut digolongkan ke dalam
jartmah ta‘zir (L2)=5). Dalam praktiknya, pencurian dengan unsur pemberatan
lebih sering diklasifikasikan sebagai jarimah ta‘zir, yang memberikan ruang
diskresi (%) kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan (4aladll) dan keadilan kontekstual. Pendekatan
ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan
mampu mengakomodasi kondisi sosial dan menjunjung keadilan substantif.
Diskresi hakim dalam perkara ta‘zir memungkinkan penerapan sanksi yang
lebih proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kondisi
ekonomi pelaku, latar belakang keluarga, serta potensi rehabilitasi.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, pendekatan keadilan dalam hukum
pidana, termasuk dalam konteks hukum Islam, tidak semata-mata berfokus
pada aspek pembalasan (&Y Gl retributif), melainkan juga
mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak korban dan reintegrasi pelaku
ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, model pemidanaan yang responsif
terhadap nilai keadilan substantif harus mempertimbangkan karakteristik

pelaku, kondisi sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam
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masyarakat.’® Dalam konteks ini, keadilan substantif menjadi landasan
penting untuk menjawab tantangan hukum modern yang menuntut
pendekatan yang holistik, humanis, dan kontekstual.

Perbandingan antara penerapan hukum pidana positif (KUHP) dengan
hukum Islam dalam studi kasus ini menjadi sangat penting untuk
menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana secara komprehensif.
Sebagaimana ditegaskan dalam kajian akademik oleh Dr. Ahmad Fauzi dalam
Jurnal Hukum UNISSULA, pemidanaan di Indonesia seharusnya didasarkan
pada nilai-nilai keadilan sosial, religius, dan kultural yang melekat dalam
masyarakat Indonesia.*’ Penegakan hukum tidak semata-mata dapat
dipahami dari segi formalitas hukum positif, tetapi juga harus menempatkan
realitas sosial dan kondisi empiris masyarakat sebagai titik pijak utama.
Dalam kerangka tersebut, hukum Islam memberikan kontribusi konseptual
yang signifikan dalam merumuskan sistem pemidanaan yang lebih
berorientasi pada keadilan korektif dan restoratif.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam mengintegrasikan nilai-nilai
hukum Islam dan hukum pidana nasional adalah prinsip keadilan restoratif
(restorative justice). Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya
pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara
menyeluruh. Dari perspektif hukum Islam, pendekatan tersebut sejalan

dengan konsep ishlah (z>b<!) dan musyawarah (5, s<), yang menitikberatkan

3% Wahyuningsih, S. E. (2023). Pendekatan keadilan substantif dalam hukum pidana Islam dan
hukum nasional. Yogyakarta: Lembaga Kajian Hukum Islam. hlm. 88.

40 Fauzi, A. (2022). Pemidanaan di Indonesia: Kajian atas nilai-nilai keadilan sosial dan religius.
Jurnal Hukum UNISSULA, 10(2), hlm. 45
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penyelesaian secara damai dan keadilan yang adil bagi seluruh pihak. Dalam
beberapa kasus pencurian, terutama yang didorong oleh kebutuhan ekonomi
atau tekanan sosial, pendekatan restoratif tidak hanya efektif memberikan
efek jera, tetapi juga membuka ruang bagi rehabilitasi sosial pelaku.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencurian dengan
pemberatan dapat dipandang sebagai upaya konkret mengintegrasikan nilai-
nilai Islam ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dapat
diwujudkan melalui mekanisme mediasi penal, kesepakatan ganti rugi, serta
permohonan maaf yang tulus dari pelaku kepada korban. Meski demikian,
dalam konteks pencurian dengan pemberatan yang berdampak signifikan
secara sosial, penerapan pendekatan ini harus tetap menjaga keseimbangan
antara kepentingan korban dan perlindungan masyarakat dari risiko kejahatan
serupa di masa mendatang.

Pengembangan model pemidanaan hybrid yang memadukan prinsip-
prinsip hukum pidana nasional dan hukum Islam menjadi relevan untuk
menjawab kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi.
Hukum Islam memberikan dasar normatif yang kuat dalam menyeimbangkan
aspek retributif, rehabilitatif, dan restoratif dalam sistem pemidanaan.
Dengan demikian, studi kasus seperti Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe
menjadi penting untuk dianalisis secara lebih dalam guna mengevaluasi
sejauh mana sistem peradilan pidana telah mampu mengakomodasi nilai-nilai

keadilan substantif dalam praktik.
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Sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab, keadilan dalam Islam
bukan hanya tentang memberi hukuman, tetapi juga tentang menempatkan
segala sesuatu pada tempatnya dan menyeimbangkan hak serta kewajiban.
Perspektif ini  mendukung gagasan bahwa pemidanaan harus
mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan korban, serta tujuan
pemidanaan yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dan pemulihan
harmoni sosial. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan tidak bisa
hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai
refleksi dari dinamika sosial yang kompleks dan memerlukan respons hukum
yang adaptif.

Pengembangan model pemidanaan hybrid yang memadukan prinsip-
prinsip hukum pidana nasional dan hukum Islam menjadi semakin relevan
dalam menjawab kebutuhan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi.
Hukum Islam memberikan dasar normatif yang kuat dalam menyeimbangkan
aspek retributif, rchabilitatif, dan restoratif dalam sistem pemidanaan.
Pendekatan ini tidak hanya menekankan pembalasan atas kesalahan, tetapi
juga memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial.
Dengan demikian, studi kasus seperti Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe
menjadi sangat penting untuk dianalisis secara mendalam guna mengevaluasi
sejauh mana sistem peradilan pidana nasional telah mampu mengakomodasi
nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis memberi judul penulisan ini:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan dalam
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Perspektif KUHP dan Hukum Islam” (Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN

Soe).”*!

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas,
rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan
pemberatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe menurut
KUHP?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban
pelaku pencurian dengan pemberatan dalam kasus tersebut?

3. Apa perbedaan dan persamaan antara pertanggungjawaban pidana
dalam KUHP dan hukum Islam terhadap pelaku pencurian dengan
pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana
pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor
68/P1d.B/2024/PN Soe menurut KUHP

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap
pertanggungjawaban pelaku pencurian dengan pemberatan dalam kasus

tersebut.

41 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe.
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara
pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan hukum Islam terhadap
pelaku pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

1.  Manfaat Teoretis:

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan
dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dengan
menambah wawasan mengenai perbandingan antara sistem hukum
positif nasional dan hukum Islam. Dengan mengkaji kedua sistem
hukum tersebut secara komparatif, penclitian ini memperkaya literatur
akademik terkait konsep pertanggungjawaban pidana, model
pemidanaan, serta prinsip keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini
juga membuka ruang diskusi mengenai bagaimana nilai-nilai normatif
dari hukum Islam dapat diintegrasikan secara harmonis ke dalam
kerangka hukum pidana nasional, sehingga memperluas cakrawala
pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan dan masukan konstruktif bagi aparat penegak
hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, dalam merumuskan dan
menerapkan kebijakan pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan
kontekstual. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang

integrasi prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional, para
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penegak hukum dapat lebih bijak dalam menangani kasus-kasus
pencurian dengan pemberatan yang memiliki latar belakang sosial dan
budaya yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi
dasar bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk mengembangkan
model pemidanaan hybrid yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan
restoratif dan rehabilitatif, sehingga sistem peradilan pidana tidak
hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mampu merespon

kebutuhan dan realitas masyarakat secara efektif.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar
berpikir untuk menganalisis permasalahan hukum yang dikaji, dengan
mengacu pada konsep-konsep utama yang relevan dalam hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam. Adapun kerangka konseptual dalam
penelitian ini meliputi:
1.  Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental
dalam hukum pidana yang berkaitan dengan sejauh mana seseorang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana
mensyaratkan  terpenuhinya  unsur-unsur  kesalahan  (schuld),
kemampuan bertanggung jawab (foerekeningsvatbaarheid), dan tidak

adanya alasan yang membenarkan atau menghapuskan pidana
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(strafuitsluitingsgronden). Dengan kata lain, seseorang hanya dapat
dipidana apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum dengan
kesadaran penuh, memiliki kemampuan untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan perbuatan tersebut tidak
berada dalam ruang lingkup pembenaran atau pemaafan menurut
hukum.*?

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana mengacu pada
kapasitas moral dan psikologis seseorang dalam memahami serta
mengendalikan tindakannya pada saat melakukan perbuatan pidana.*
Dalam konteks ini, pertanggungjawaban bukan hanya soal apakah
seseorang melakukan perbuatan pidana, tetapi juga menyangkut apakah
ia patut untuk dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Oleh karena
itu, hukum pidana membedakan antara orang yang melakukan tindak
pidana secara sadar dan yang melakukannya dalam keadaan tidak sadar
atau mengalami gangguan jiwa.

2. Pencurian dengan  Pemberatan  (Diefstal met Verzwarende
Omstandigheden).

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang
dikenai sanksi lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Ketentuan ini
diatur secara eksplisit dalam Pasal 363 KUHP, yang menyebutkan

berbagai keadaan khusus (verzwarende omstandigheden) yang

42 Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 32
43 Simons, W. F. (1985). Het Strafiecht van Nederland. Amsterdam: Kluwer. hlm. 58
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menjadikan suatu tindak pencurian lebih serius, seperti dilakukan pada
malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan menggunakan alat bantu
atau cara khusus seperti memanjat atau merusak, serta dilakukan di
tempat yang terkena musibah atau terhadap hewan ternak.

Pasal 363 KUHP dirancang untuk memberikan efek jera terhadap
pelaku yang melakukan pencurian dengan modus yang lebih terencana
dan membahayakan, serta untuk memberikan perlindungan hukum
yang lebih kuat bagi masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana yang
diatur dalam pasal ini lebih berat dari Pasal 362 KUHP, dengan
ancaman maksimal mencapai tujuh tahun penjara.**

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Pencurian.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian yang dikenal
dengan istilah jarimah sarigah (48 = 4 )all), yaitu salah satu bentuk
kejahatan yang tergolong dalam kategori hudud (25sl), yakni jenis
jartmah yang hukumannya telah ditetapkan secara qat‘T (%% dalam
al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagaimana termaktub dalam Surah al-

Ma’idah ayat 38:

"aSs G AT5EAT G S Ly £155 Lagaadl ) saladl 05 G

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka

#R. Soesilo. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, hlm. 251-253.
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kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana."

Namun demikian, tidak semua bentuk pencurian secara otomatis
dapat dikenai hukuman potong tangan (hadd). Para fugaha’ menetapkan
sejumlah syarat ketat agar sanksi hadd dapat diberlakukan, di antaranya
nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab (<L<=d), yaitu batas
minimal dari nilai harta yang telah dicuri; barang tersebut diambil dari
tempat penyimpanan yang aman (hirz/J_>); perbuatan dilakukan secara
sadar tanpa adanya dartirah (3)5.=); serta tidak adanya unsur syubhah
(4ex8), yaitu keraguan yang dapat menggugurkan penjatuhan hadd®.

Apabila unsur-unsur yang telah ditentukan tersebut tidak
terpenuhi, maka hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan.
Sebaliknya, pencurian tersebut digolongkan sebagai jarimah ta‘zir
(02 4a o) yakni tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan
secara tekstual dalam nash, sehingga penjatuhan hukumannya
diserahkan kepada kebijakan hakim atau ulil amri (<¥) Jsl). Dimana
Hukuman ta‘zir dapat berupa teguran, denda, hukuman penjara, atau
sanksi sosial lainnya yang dianggap relevan untuk mencapai tujuan

perbaikan (islah) dan pencegahan (zajr).*

F. Kerangka Teoritis

45 al-Zuhaili, W. (1989). Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 45—
48.

46 <Awdah, A. Q. (1993). At-Tasyri‘ al-Jind’i al-Islami. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, hlm. 232—
240.

25



Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibangun atas dasar sejumlah
teori hukum yang relevan untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban
pidana, pemidanaan, serta pendekatan normatif dalam hukum Islam terhadap
tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun teori-teori dimaksud
meliputi:

1.  Teori Pertanggungjawaban Pidana
Teori ini berangkat dari asas fundamental dalam hukum pidana
yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila
telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana (delik) dan dirinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tiga komponen

utama, vyaitu perbuatan yang melawan hukum, kesalahan (schuld)

dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), serta
kemampuan bertanggung jawab secara hukum

(toerckeningsvatbaarheid). Dalam Kkonteks ini, penilaian terhadap

kondisi psikis, usia, dan keadaan mental pelaku menjadi faktor penting

dalam  menentukan  apakah  seseorang  layak  dimintai
pertanggungjawaban pidana.*’
2. Teori Magasid al-Shari‘ah
Teori Magasid al-Shari‘ah merupakan kerangka normatif dalam
hukum Islam yang menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap

lima hal pokok (daririyyat al-khamsah), yakni agama (al-din), jiwa (al-

47 Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. him.23
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nafs), akal (al- ‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Pendekatan
ini digunakan untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan yang berkaitan
dengan kriminalitas dan sanksi pidana dalam Islam. Dalam konteks
tindak pidana pencurian, perlindungan terhadap a/-mal menjadi fokus
utama, dan sanksi seperti hadd potong tangan diberlakukan untuk
menjaga stabilitas sosial dan mencegah kejahatan.

Namun, Magqgasid al-Shari‘ah juga memungkinkan fleksibilitas
dalam implementasi hukum  berdasarkan prinsip maslahah
(kemaslahatan) dan  dar’ al-hudid bi al-syubuhat (menghindari
penerapan hadd jika terdapat keraguan), sehingga mekanisme
pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan tidak hanya pada retribusi
tetapi juga pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan rehabilitasi.*

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris guna
mengkaji sampai s¢jauhmana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak
pidana pencurian dengan pemberatan, Khususnya dari perspektif hukum
positif dan hukum Islam. Dalam bukunya Dualitas Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, Mukti Fajar menjelaskan bahwa penelitian hukum
pada dasarnya terbagi menjadi dua pendekatan besar, yaitu penelitian hukum
normatif dan penelitian hukum empiris. [a mengemukakan bahwa kedua

pendekatan tersebut bukanlah dua disiplin yang saling bertentangan,

48 Jasser Auda. (2008). Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.
London: The International Institute of Islamic Thought. hlm. 55
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melainkan saling melengkapi dalam memahami dan menjelaskan realitas

hukum. Adapun rincian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini akan dijelaskan sebagai berikut :

l.

Jenis Penelitian

Dalam penyusunan proposal tesis ini Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum
normatif empiris merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam bidang
hukum yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami
norma atau kaidah hukum positif yang berlaku, sebagaimana tertuang
dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum,
maupun putusan pengadilan (yurisprudensi)*.

Dalam hal ini, Penelitian yang dilakukan tidak berfokus pada
realitas empiris di lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada
kajian literatur hukum (legal materials) yang digunakan sebagai dasar
argumentasi hukum. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan
bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, kitab figh,
dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal
ilmiah, dan tulisan para pakar hukum>°.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk merumuskan suatu
argumen hukum yang logis dan sistematis mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian

4 Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

hlm. 55

39 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:
RajaGrafindo Persada. him. 13
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dengan pemberatan, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia

maupun dalam kerangka hukum Islam. Dalam konteks ini, penelitian

hukum normatif memiliki fungsi penting dalam memberikan landasan

konseptual dan normatif atas penerapan hukum dalam suatu kasus

konkret, serta membandingkan norma yang berlaku dengan asas dan

teori dalam ilmu hukum?'.

2.  Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa

pendekatan sebagai berikut:

a.  Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach);

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah ketentuan

normatif dalam peraturan perundang-undangan yang relevan,
khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan
dalam Pasal 363 KUHP. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis
utama dalam mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai pencurian
yang disertai unsur pemberat, seperti dilakukan pada malam hari,
oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, atau dengan
membawa alat tertentu yang dapat digunakan untuk membongkar.
Norma tersebut tidak hanya menunjukkan aspek legalitas suatu

perbuatan, tetapi juga mencerminkan tingkat keseriusan

51 Salim, H. S., & Nurbani, N. (2020). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.
Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 75
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perbuatan berdasarkan modus dan dampaknya terhadap rasa
aman masyarakat.>?

Selain KUHP, pendekatan ini juga melibatkan penelaahan
terhadap ketentuan dalam hukum pidana Islam, khususnya yang
mengatur mengenai jarimah sariqah (48, 4« ) sebagai salah
satu bentuk jarimah hudiid. Dalam konteks ini, hukum pidana
Islam memberikan ketentuan yang sangat rinci mengenai syarat-
syarat dijatuhkannya hukuman potong tangan terhadap pelaku
pencurian. Hal ini mencakup syarat bahwa barang yang dicuri
harus mencapai nisab (batas minimum nilai), berada di tempat
yang aman, serta pencurian tidak dilakukan dalam keadaan
darurat atau dengan adanya unsur syubhah (keraguan).’® Dengan
demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan pada
pemidanaan, tetapi juga pada keadilan substantif dan kehati-
hatian dalam penerapan sanksi pidana yang berat.>*

Dalam metode statute approach ini, peneliti juga
mempertimbangkan hierarki dan keterkaitan antarperaturan,
termasuk peraturan pelaksana seperti KUHAP dan Peraturan
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai instrumen

52 Andi Hamzah. (2008). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. him. 12
53 Al-Zuhayli, Wahbah. (2005). Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. hlm.

5% Nasution, Adnan Buyung. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi
Sosio-Legal atas Konstituante 1956—1959. Jakarta: Grafiti Pers. hlm. 102
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hukum yang menunjukkan dinamika implementasi hukum pidana
di Indonesia. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana norma-
norma hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam saling
bersinggungan dalam praktik pemidanaan, terutama dalam
konteks keadilan sosial dan kemanusiaan.

Pendekatan ini berguna untuk menggambarkan secara
objektif dasar normatif dari setiap bentuk pertanggungjawaban
pidana yang dikaji, serta memberikan landasan yang kuat dalam
menginterpretasikan kesesuaian antara peraturan yang berlaku
dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang hendak
diwujudkan oleh hukum.>

b.  Pendekatan Kasus (Case Approach);

Pendekatan kasus (case approach) merupakan metode
analisis hukum yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji
putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Dalam konteks
penelitian ini, pendekatan dilakukan dengan menganalisis
Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe,
yang mengadili perkara pencurian dengan pemberatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pendekatan ini
bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum

positif diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta sejauh

55 Ali, Ahmad. (2002). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana
Prenada Media. hlm. 53
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mana pertimbangan hakim selaras dengan prinsip keadilan dan

teori-teori hukum pidana yang berlaku.

Analisis terhadap putusan ini mencakup beberapa aspek
penting, yakni:

1)  Konstruksi yuridis yang digunakan oleh majelis hakim
dalam membuktikan unsur-unsur delik Pasal 363 KUHP,
termasuk aspek mens rea (niat jahat) dan actus reus
(perbuatan melawan hukum);

2)  Pertimbangan hakim dalam menilai keadaan yang
memberatkan dan meringankan terdakwa, termasuk latar
belakang ekonomi pelaku, tingkat kerugian yang
ditimbulkan, serta dampak sosial dari perbuatan tersebut;

3)  Penerapan teori pertanggungjawaban pidana, seperti teori
kesalahan (schuldleer) dan kemampuan bertanggung jawab
secara  hukum  (foerekemingsvatbaarheid),  dalam
menjatuhkan pidana; dan

4)  Kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan, yakni
apakah hukuman yang dijatuhkan bersifat represif semata,
atau mengandung dimensi rehabilitatif dan preventif sesuai
dengan perkembangan pendekatan modern terhadap

pemidanaan.>®

56 Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. him. 40.
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Melalui pendekatan ini, dapat ditelusuri apakah majelis
hakim telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan
substantif, serta bagaimana realitas sosial pelaku turut
diperhatikan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, analisis
juga menelaah kemungkinan adanya ruang untuk melakukan
pendekatan restorative justice, terutama dalam kasus-kasus
pencurian dengan motif ekonomi dan pelaku merupakan tulang
punggung keluarga.’’ Dengan demikian, pendekatan kasus dalam
hal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana menguji penerapan
hukum, tetapi juga sebagai cermin dari keberpihakan hukum
terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

c. Pendekatan Konseptual dan Historis.

Pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan
untuk mengkaji konsep-konsep dasar dan doktrin hukum yang
berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, baik dalam
kerangka hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif
hukum pidana Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya
mendeskripsikan norma hukum sebagaimana tertulis dalam
peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali dasar
filosofis, rasionalitas, dan prinsip-prinsip teoretis yang melandasi

keberlakuan norma tersebut.

57 Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. him.
113
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Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pendekatan
konseptual difokuskan pada teori-teori kesalahan (schuld),
kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), serta
konsep alasan pembenar dan pemaaf (strafuitsluitingsgronden).
Teori-teori ini menjadi pilar penting dalam menentukan apakah
seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan melawan hukum.
Pendekatan ini juga melibatkan penguraian terhadap doktrin
klasik dan modern dalam ilmu hukum pidana, seperti pandangan
dari Van Hamel, Pompe, dan Hazewinkel-Suringa, serta teori
hukum pidana yang berkembang di Indonesia.>®

Sementara itu, dalam hukum Islam, pendekatan konseptual
digunakan untuk memahami asas-asas pertanggungjawaban
pidana dalam kerangka figh jinayah, yang mencakup unsur gasd
(niat), ikhtiyar (kesengajaan), ‘ilm (pengetahuan), dan tamyiz
(kemampuan membedakan baik dan buruk). Teori-teori ini
dipandang sebagai dasar untuk menentukan sah tidaknya suatu
hukuman dijatuhkan kepada pelaku jarimah (kejahatan), dengan
mempertimbangkan unsur moral, niat, dan kondisi psikologis
pelaku.>

Pendekatan  historis  digunakan untuk  menelusuri

perkembangan dan transformasi konsep pertanggungjawaban

58 Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.hlm. 23
59 az-Zuhaili, W. (2005). Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Jilid 6). Damaskus: Dar al-Fikr, him. 45

34



pidana, baik dalam tradisi hukum Barat maupun dalam tradisi
hukum Islam. Dalam hukum pidana nasional, pendekatan ini
mencermati perkembangan sejarah KUHP yang merupakan
adopsi dari Wetboek van Strafrecht Nederland, serta dinamika
perumusan RKUHP sebagai upaya pembaruan hukum pidana
Indonesia yang lebih kontekstual dan berkeadilan.®

Adapun dalam hukum Islam, pendekatan historis
digunakan untuk melihat bagaimana konsep pertanggungjawaban
pidana diterapkan dalam masyarakat Islam klasik, dan bagaimana
pemahaman tersebut berkembang dari masa ke masa sesuai
dengan konteks sosial dan kebudayaan umat Islam. Pendekatan
ini penting untuk memahami pergeseran paradigma hukum
pidana Islam dari model hudiud yang kaku menuju penerapan
ta ‘zir yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial.®!

Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan historis
secara bersamaan, analisis hukum menjadi lebih komprehensif
karena menggabungkan dimensi teoritis, normatif, dan historis
untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana
dibentuk, diterapkan, dan direformulasikan dalam sistem hukum
yang hidup dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

0 Muladi & Arief, B. N. (1998). Bunga Rampai Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
hlm. 45
61 Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law. An Introduction. Oxford: Oneworld Publications. hlm. 112
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4.

Menurut Mukti Fajar dalam Dualitas Penelitian Hukum Normatif

dan Empiris, Teknik pengumpulan data yang menjadi karakter utama

penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan

normatif dengan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum,

yaitu:

a.

Bahan Hukum Primer:

Merupakan sumber hukum utama yang dijadikan dasar
analisis, antara lain KUHP, putusan pengadilan (Putusan Nomor
68/Pid.B/2024/PN 'Soe), serta kitab-kitab figh klasik dan
kontemporer yang membahas ketentuan jarimah sarigah dalam
hukum Islam.

Bahan Hukum Sekunder:

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan komentar
terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur
hukum, jurnal ilmiah, karya akademik dosen dan pakar hukum,
serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan Hukum Tersier:

Meliputi bahan penunjang yang digunakan untuk
memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum,
seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus istilah

figh atau hukum Islam.

Metode Pengumpulan Data
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi kepustakaan dan studi lapangan secara terpadu. Studi kepustakaan
dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa KUHP,
KUHAP, peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi, serta
Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe,
ditambah bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan
literatur hukum Islam.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan narasumber yang dipilih secara purposive, seperti
hakim, jaksa, penyidik, penasihat hukum, serta pihak yang memahami
konteks sosial perkara. Data juga diperkuat melalui observasi non-
partisipatif terhadap lingkungan dan fakta sosial yang relevan dengan
tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Seluruh data yang
diperoleh kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik
agar hasil penelitian memiliki akurasi, kredibilitas, serta keandalan
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif-analitis. Teknik ini dilakukan dengan
mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian
menganalisis keterkaitannya dengan persoalan hukum yang dikaji.
Analisis kualitatif tidak didasarkan pada angka atau statistik, melainkan

pada logika hukum, sistematika peraturan perundang-undangan,
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prinsip-prinsip hukum pidana, dan nilai-nilai keadilan dalam hukum

Islam. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan argumentasi

yang sistematis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian

dengan pemberatan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

BABI

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN.

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Kerangka
Konseptual, Metodologi Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

a.  Tinjavan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana b.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP, c. Konsep
Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam, Jenis dan
Sanksi Pencurian menurut Kedua Sistem

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kronologi dan
Analisis Yuridis Putusan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Menurut KUHP, Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana
Tersebut serta Perbandingan Aspek Pertanggungjawaban Pidana,
Relevansi Hukum Islam

PENUTUP.

Kesimpulan dan Saran
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A.

BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam
hukum pidana yang berfungsi untuk menilai layak tidaknya seseorang
dipidana atas perbuatannya. Konsep ini bertumpu pada asas bahwa
tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga kesalahan menjadi syarat
utama yang harus ada agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana.®?

Kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana
mencakup dua bentuk, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).
Kedua bentuk  kesalahan ini menunjukkan tingkat kemampuan
seseorang untuk memahami serta mengendalikan akibat dari
perbuatannya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada
kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatan yang dilakukan.®3

Pertanggungjawaban pidana juga erat kaitannya dengan kemampuan
bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Seseorang yang
menderita gangguan jiwa atau belum cukup umur tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban secara penuh karena dianggap tidak mampu
memahami sifat perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban

pidana selalu menilai kapasitas personal dari subjek hukum.5*

62 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.
63 Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm.

73.

64 Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, hlm. 109.
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Unsur lain yang menjadi syarat pertanggungjawaban pidana adalah
tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf meliputi kondisi-kondisi
yang dapat menghapuskan kesalahan, seperti paksaan absolut,
pembelaan terpaksa yang melampaui batas, atau keadaan jiwa yang
tidak normal. Apabila alasan pemaaf terbukti, maka pelaku tidak dapat
dipidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik.%®

Kajian pertanggungjawaban pidana juga memperhatikan asas
legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat
dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Asas ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan membatasi
kekuasaan hakim agar tidak menjatuhkan pidana di luar ketentuan
undang-undang.®¢

Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi preventif dan represif.
Fungsi preventif terletak pada penegasan norma hukum agar
masyarakat mengetahui batasan perbuatan yang dilarang, sedangkan
fungsi represif bertujuan memberikan reaksi terhadap pelanggaran
hukum yang terjadi. Kedua fungsi ini menjadikan pertanggungjawaban
pidana sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial.®’

Subjek pertanggungjawaban pidana pada umumnya adalah manusia
sebagai individu. Perkembangan hukum modern memperluas subjek

hukum pidana hingga mencakup korporasi. Pengakuan terhadap

%5 Simons, J. (2005). Pengantar ilmu hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 142.
% Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, him. 37.
7 Marpaung, L. (2009). Asas, teori, praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, him. 28.
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korporasi sebagai subjek hukum pidana lahir dari kebutuhan untuk
menanggulangi kejahatan yang dilakukan dalam skala besar melalui
badan hukum.®

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari
teori kesalahan yang dikembangkan para ahli hukum pidana. Teori
klasik menekankan kebebasan kehendak sebagai dasar kesalahan,
sedangkan teori modern melihat kesalahan sebagai kemampuan untuk
berbuat lain. Pergeseran pandangan ini menunjukkan perkembangan
pemikiran hukum dalam memahami hakikat kesalahan manusia.®

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan tujuan
pemidanaan. Hukuman yang dijatuhkan bukan hanya sebagai
pembalasan, melainkan juga sebagai sarana perbaikan, pencegahan, dan
perlindungan masyarakat. Konsepsi ini -memperlihatkan bahwa
pertanggungjawaban pidana harus dipahami secara proporsional
dengan memperhatikan aspek kemanusiaan.”®

Kajian mendalam mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana
menunjukkan bahwa konsep ini menjadi jantung dari hukum pidana.
Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, hukum pidana tidak dapat

berfungsi secara efektif. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik

% Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Bandung: Alumni, hlm.

% Hazewinkel-Suringa, D. (1989). Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht
(Terjemahan). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 55.
70 Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana, hlm. 122.
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tetap memerlukan pembuktian adanya kesalahan sebelum pelaku
dijatuhi sanksi pidana.”!
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Positif

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dipahami sebagai
mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan
perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana berdasarkan kesalahannya.
Konsep ini berlandaskan asas geen straf zonder schuld yang berarti
tidak ada pidana tanpa kesalahan.”?

Kesalahan merupakan syarat utama yang menjadi dasar penjatuhan
pidana. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun
kealpaan (culpa) yang menunjukkan derajat kesadaran pelaku terhadap
akibat dari perbuatannya.”

Kemampuan bertanggung jawab menjadi elemen penting dalam
pertanggungjawaban pidana. Subjek yang belum dewasa atau
mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
secara penuh karcna tidak mampu memahami sifat melawan hukum
dari tindakannya.”

Ketiadaan alasan pemaaf juga menentukan  eksistensi

pertanggungjawaban pidana. Keadaan seperti paksaan absolut, keadaan

" Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,

hlm. 91.

2 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.
3 Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm.

73.

7 Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, hlm. 109.
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darurat, dan pembelaan terpaksa yang sah dapat menghapus kesalahan
sehingga pelaku dibebaskan dari pidana.”

Asas  legalitas menjadi pilar utama dalam  konsep
pertanggungjawaban pidana. Penegasan bahwa suatu perbuatan hanya
dapat dipidana jika sudah ditentukan dalam undang-undang
memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan
dalam penegakan hukum.”®

Fungsi pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari segi preventif
dan represif. Preventif berarti memberikan peringatan kepada
masyarakat mengenai batas-batas perbuatan, sedangkan represif adalah
memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum.””

Subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada manusia sebagai
individu. Perkembangan doktrin dan peraturan menunjukkan bahwa
korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti
melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat luas.’®

Teori kesalahan = menjadi dasar penting dalam memahami
pertanggungjawaban pidana. Teori klasik menekankan pada kebebasan

kehendak manusia, sedangkan teori modern menekankan pada

5 Simons, J. (2005). Pengantar ilmu hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, him. 142.
76 Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

77 Marpaung, L. (2009). Asas, teori, praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

8 Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Bandung: Alumni, hlm.

67.
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kemampuan seseorang untuk bertindak secara berbeda dalam situasi
tertentu.”’

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan tujuan
pemidanaan. Pidana tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, tetapi juga
sebagai sarana perbaikan pelaku, pencegahan tindak pidana, dan
perlindungan kepentingan masyarakat.°

Kajian atas pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum
positif menunjukkan bahwa konsep ini menjadi dasar legitimasi dari
setiap penjatuhan pidana. Keberadaan kesalahan, kemampuan
bertanggung jawab, asas legalitas, serta ketiadaan alasan pemaaf harus
dibuktikan sebelum seseorang dijatuhi hukuman.?!

3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dikenal dengan
istilah al-mas ‘uliyvah al-jina’iyyah. Konsep ini bermakna kewajiban
seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan pidana yang
dilakukan apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat syar’i. Dasar
pemikiran pertanggungjawaban pidana I[slam bersumber dari Al-Qur’an
dan Hadis yang menetapkan bahwa setiap manusia akan dimintai

pertanggungjawaban atas amal perbuatannya.?

7 Hazewinkel-Suringa, D. (1989). Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht
(Terjemahan). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 55.

80 Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana, hlm. 122.

81 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
hlm. 91.

82 Nasution, H. (2005). Hukum pidana Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 41.
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Konsep taklif menjadi fondasi utama dalam pertanggungjawaban
pidana Islam. Taklif berarti pembebanan hukum yang hanya berlaku
bagi orang yang memenuhi syarat mukallaf, yaitu berakal sehat dan
baligh. Seseorang yang belum baligh atau tidak berakal tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak dianggap sebagai
subjek hukum syariat.®3

Kesalahan (al-khatha’). dalam hukum Islam dapat berupa
kesengajaan (‘amdan) maupun kealpaan (khatha’). Perbedaan ini
berpengaruh pada jenis sanksi yang dijatuhkan. Kesengajaan mengarah
pada hukuman yang lebih berat seperti gisas, sedangkan kealpaan
sering berakhir dengan sanksi diyat atau kompensasi.?*

Pertanggungjawaban pidana Islam hanya berlaku apabila tidak
terdapat uzur syar’i. Uzur seperti ketidaktahuan, paksaan, atau gila
menjadi alasan penghapus pertanggungjawaban. Seseorang yang
terpaksa melakukan jarimah karena ancaman kehilangan nyawa dapat
dikecualikan dari hukuman pidana.®

Jenis-jenis jarimah yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana
dibagi ke dalam tiga kategori. Jarimah hudud mencakup perbuatan
dengan sanksi tetap seperti zina dan pencurian. Jarimah qisas-diyat

berkaitan dengan penganiayaan atau pembunuhan. Jarimah ta’zir

8 Anwar, C. (2010). Hukum pidana Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 88.
84 Zahrah, M. A. (1994). Ushul al-figh. Kairo: Dar al-Fikr, him. 129.
85 Sabiq, S. (2008). Figh al-sunnah (Jilid 9). Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 211.
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bersifat fleksibel karena sanksinya ditentukan oleh hakim atau
penguasa.’®

Asas keadilan dalam hukum Islam sangat menekankan
keseimbangan antara hak korban dan pelaku. Penjatuhan pidana bukan
hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan hak
pemulihan kepada korban atau keluarganya. Keseimbangan ini terlihat
jelas dalam mekanisme gisas-diyat.?’

Subjek hukum pidana Islam pada dasarnya adalah individu manusia.
Perkembangan ijtihad kontemporer memperluas pemahaman ini hingga
mencakup pertanggungjawaban badan hukum seperti perusahaan,
terutama ketika tindak pidana menimbulkan kerugian sosial yang
luas.®

Konsep kesalahan dalam hukum Islam tidak semata-mata dilihat
dari niat pelaku, tetapi juga dari akibat nyata yang timbul. Perbuatan
yang menimbulkan kerugian besar bagi orang lain tetap menimbulkan
tanggung jawab meskipun dilakukan tanpa niat jahat. Prinsip ini
menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek moral dan aspek
sosial.¥’

Tujuan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam meliputi
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukuman

diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat tersebut (al-

8 Hammudah, A. (1996). Islamic criminal law. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, him. 67.

87 Shiddiqi, M. (2007). Criminal law in Islam. Islamabad: Islamic Research Institute, hlm. 152.
8 Auda, J. (2008). Magasid al-shariah as philosophy of Islamic law. London: IIIT, hlm. 94.

8 Rahman, F. (2002). Islam and modernity. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 118.
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dharuriyyat al-khamsah) agar kehidupan masyarakat tetap tertib dan
adil.®®

Kajian atas pertanggungjawaban pidana Islam menunjukkan bahwa
konsep ini menekankan pada tanggung jawab personal sekaligus nilai
kemaslahatan sosial. Penegakan hukum tidak hanya dipandang sebagai
reaksi atas pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana mendidik umat agar
menjauhi perbuatan maksiat dan menjaga ketertiban masyarakat.”!
Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana

Hukum pidana positif dipahami sebagai keseluruhan aturan pidana
yang berlaku resmi dan mengikat dalam suatu sistem hukum nasional.
Hukum pidana biasa lebih merujuk pada hukum pidana yang bersifat
umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang menjadi dasar pemidanaan di Indonesia.®?

Keduanya memiliki persamaan dalam fungsi sosial, yakni sebagai
sarana pengendali masyarakat dengan menetapkan larangan dan
ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu. Peraturan tersebut hadir
untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta perlindungan terhadap
kepentingan hukum masyarakat.”’

Unsur kesalahan menjadi syarat mutlak bagi berlakunya

pertanggungjawaban pidana pada kedua konsep tersebut. Seseorang

% Kamali, M. H. (1998). Principles of Islamic jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society,

%! Hanafi, H. (2013). Asas-asas hukum pidana Islam. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.
%2 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.
%3 Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, him. 22.
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hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum dengan kesengajaan atau kealpaan, serta memiliki kemampuan
bertanggung jawab.**

Asas legalitas menjadi titik temu yang tidak dapat dipisahkan dari
keduanya. Perumusan asas nullum delictum nulla poena sine praevia
lege poenali menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat
dipidana tanpa aturan hukum yang lebih dahulu mengatur.”>

Perbedaan dapat ditinjau dari sifat dan ruang lingkup penerapan.
Hukum pidana positif mencakup keseluruhan aturan pidana, baik
hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Hukum pidana
biasa hanya terbatas pada hukum pidana umum yang berlaku bagi
semua orang secara umum tanpa memperhatikan sifat khusus tindak
pidana tertentu.”®

Hukum pidana positif bersifat lebih dinamis karena dapat mencakup
pembaruan melalui undang-undang pidana khusus seperti tindak pidana
korupsi, pencucian uang, atau terorisme. Hukum pidana biasa lebih
bersifat klasik karena cenderung merujuk pada KUHP yang telah lama
berlaku dan bersifat umum.®’

Jenis sanksi yang diatur dalam hukum pidana positif lebih beragam.

Pengaturan mencakup pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana

%4 Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, hlm. 87.
% Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,

him. 41.

% Marpaung, L. (2009). Asas, teori, praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.
7 Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Bandung: Alumni, him.

71.
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B.

khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Hukum
pidana biasa lebih fokus pada pidana pokok seperti penjara, kurungan,
denda, serta pidana tambahan yang terbatas.”®

Perbedaan juga terlihat pada aspek penegakan hukum. Hukum
pidana positif memungkinkan hakim menerapkan ketentuan pidana
khusus yang lebih berat atau berbeda dari KUHP. Hukum pidana biasa
menempatkan hakim untuk berpegang pada aturan KUHP sebagai dasar
utama pemidanaan.”’

Persamaan lainnya terletak pada tujuan pidana yang hendak dicapai.
Kedua sistem hukum tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai
pembalasan, tetapi juga berfungsi untuk pencegahan, perbaikan pelaku,
dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana.'

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa hukum pidana positif
memiliki cakupan lebih luas daripada hukum pidana biasa. Hukum
pidana positif mencakup semua bentuk aturan pidana yang berlaku,
sedangkan hukum pidana biasa hanya merujuk pada aturan pidana
umum dalam KUHP. Keduanya tetap memiliki kesamaan dalam asas
fundamental, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan tujuan

pemidanaan.!?!

Tinjauan Umum Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP.

%8 Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm.

65.

% Simons, J. (2005). Pengantar ilmu hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 144,
100 Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana, hlm. 132.

101 Hazewinkel-Suringa, D. (1989). Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht
(Terjemahan). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 58.
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Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP merupakan konsekuensi
hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan
kesalahan. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan
memenuhi unsur-unsur delik serta dilakukan oleh pelaku yang memiliki
kemampuan bertanggung jawab.!0?

Konsep ini berakar pada asas geen straf zonder schuld yang berarti
tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat
berupa kesengajaan maupun kealpaan, sehingga menjadi dasar utama
pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. 103

Kesalahan dalam pengertian hukum pidana dipandang sebagai
hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.
Hubungan batin tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku bahwa
tindakannya bertentangan dengan hukum.!%4

Kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat penting dalam
konsep pertanggungjawaban pidana KUHP. Pasal 44 KUHP
menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat
dipidana karena tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya.'%

Asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP memperkuat konsep

pertanggungjawaban pidana. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana

102 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 65.

103 Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

104 Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, hlm. 89.

105 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,

hlm. 50.
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apabila belum ada aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya,
sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.!

Alasan penghapus pidana turut memengaruhi pertanggungjawaban
pidana. Keadaan yang termasuk alasan pembenar atau pemaaf dapat
menghapus pidana meskipun semua unsur delik terpenuhi, misalnya
pembelaan terpaksa atau keadaan darurat.'?’

Hukum pidana Indonesia melalui KUHP memandang
pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar pembalasan.
Pemidanaan diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat,
memberi efek jera, serta mendidik pelaku  agar menyadari
kesalahannya.'®

Pertanggungjawaban pidana juga memiliki keterkaitan dengan teori
pemidanaan. Pemikiran klasik menekankan pembalasan sebagai tujuan,
sedangkan pemikiran modern menekankan pencegahan dan
resosialisasi. KUHP mencoba menggabungkan kedua pandangan
tersebut.!?

Korporasi mulai diakui sebagai subjek tindak pidana melalui

perkembangan doktrin di luar KUHP. Perkembangan ini memperluas

106 Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana, hlm. 72.
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cakupan pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya hanya ditujukan
kepada individu.'°
Konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP pada akhirnya
menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan
memenuhi syarat perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan
bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.'!!
2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP
Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya
perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan pidana
tersebut harus memenuhi rumusan delik sebagaimana tercantum dalam
undang-undang pidana yang berlaku. !>
Syarat pertama adalah adanya unsur -melawan hukum pada
perbuatan. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan
bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di
Indonesia.''?
Syarat kedua adalah adanya kesalahan dari pelaku. Kesalahan
dipahami sebagai hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang

dilakukan, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan

(culpa).''*
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1 Simons, J. (2005). Pengantar ilmu hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 148.
112 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 71.

113 Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

114 Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, him. 93.

52



Syarat ketiga adalah adanya kemampuan bertanggung jawab. Pasal
44 KUHP menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa
tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kemampuan untuk
memahami akibat dari perbuatannya.'!3

Kemampuan bertanggung jawab meliputi kecakapan intelektual dan
kehendak bebas. Kecakapan intelektual menunjukkan kemampuan
memahami perbuatan, sedangkan kehendak bebas menunjukkan
kemampuan menentukan pilihan secara sadar.'!®

Asas legalitas menjadi syarat fundamental bagi pertanggungjawaban
pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya
dapat dipidana jika ada undang-undang yang mengatur perbuatan
tersebut sebelumnya.'"’

Syarat lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya alasan
penghapus pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan
pembenar dan  alasan  pemaaf  yang = dapat menghapus
pertanggungjawaban pidana meskipun unsur delik terpenuhi.''®

Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan yang dibenarkan

hukum, seperti pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP.

15 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
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Alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi pelaku, misalnya daya paksa
menurut Pasal 48 KUHP.!'!?

Syarat pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan usia
pelaku. KUHP dalam Pasal 45 memberikan perlakuan khusus terhadap
anak yang melakukan tindak pidana dengan kemungkinan
pengembalian kepada orang tua atau pengasuh.'?°

Konsep syarat pertanggungjawaban pidana dalam KUHP
menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh dijatuhkan secara
sewenang-wenang. — Syarat-syarat tersebut berfungsi  sebagai
perlindungan hukum sekaligus sarana untuk mencapai keseimbangan
antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.'?!

Kemampuan Bertanggung Jawab (teorekeningsvatbaarheid)

Kemampuan bertanggung jawab atau toerekeningsvatbaarheid
merupakan  syarat mutlak agar seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. KUHP mengatur melalui Pasal 44 bahwa
seseorang tidak dapat dipidana apabila saat melakukan perbuatan tidak
mampu bertanggung jawab karena cacat jiwa atau gangguan jiwa.'??
Konsep ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan pelaku.

Seseorang dinilai mampu bertanggung jawab apabila memiliki

kemampuan intelektual untuk memahami makna perbuatannya serta

119 Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Bandung: Alumni, him.
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122 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, him. 81.
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kemampuan kehendak untuk mengendalikan perbuatannya sesuai
dengan kesadaran hukum.!?3

Kemampuan intelektual menunjukkan adanya kapasitas berpikir
untuk membedakan perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan hukum.
Kapasitas kehendak menunjukkan adanya kebebasan untuk
menentukan pilihan tanpa tekanan atau gangguan kejiwaan.!?*

KUHP tidak memberikan definisi rinci mengenai batasan
kemampuan bertanggung jawab. Doktrin para ahli memberikan kriteria
berupa keadaan sehat jasmani dan rohani yang memungkinkan pelaku
menginsafi sifat melawan hukum perbuatannya.!>

Pasal 44 KUHP mengatur bahwa orang yang cacat pertumbuhan
jiwa atau terganggu jiwanya tidak dapat dipidana. Hakim berwenang
untuk menetapkan apakah pelaku harus ditempatkan di rumah sakit jiwa
sebagai upaya pengamanan sosial. !

Kemampuan bertanggung jawab erat kaitannya dengan asas
kesalahan. Pemidanaan tidak mungkin dijatuhkan tanpa adanya
kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Prinsip
ini sejalan dengan adagium geen straf zonder schuld.'*’

Alasan pemaaf menjadi faktor yang dapat menghapus

pertanggungjawaban pidana meskipun pelaku mampu bertanggung
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jawab secara normal. Keadaan seperti daya paksa atau perintah jabatan
dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana meskipun unsur delik
terpenuhi.!?®

Kemampuan bertanggung jawab juga dihubungkan dengan usia.
Anak-anak dianggap belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum,
sehingga KUHP memberikan aturan khusus pada Pasal 45 tentang
kemungkinan pengembalian kepada orang tua atau pengasuh.'?’

Perkembangan ~ modern menunjukkan bahwa kemampuan
bertanggung jawab dapat meluas pada subjek hukum lain seperti
korporasi. Walaupun korporasi tidak memiliki kondisi psikis, doktrin
hukum pidana menerima bentuk pertanggungjawaban korporasi
berdasarkan perbuatan pengurusnya. '3’

Konsep kemampuan bertanggung jawab menegaskan bahwa hukum
pidana Indonesia menempatkan aspek kejiwaan sebagai pusat dalam
pemidanaan. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang
sehat jiwa dan sadar hukum, schingga hukum tidak menghukum orang
131

yang tidak mampu memahami akibat perbuatannya.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)
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Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan prinsip fundamental
dalam hukum pidana Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa
seseorang tidak boleh dijatuhi pidana apabila tidak terbukti melakukan
kesalahan atas perbuatannya.'*?

Kesalahan dipahami sebagai dasar utama pemidanaan. Pemidanaan
tanpa kesalahan akan bertentangan dengan rasa keadilan serta merusak
tujuan hukum pidana itu sendiri.!3?

Asas ini sejalan dengan adagium hukum pidana yang berbunyi geen
straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.
Prinsip tersebut menjadi acuan hakim dalam menentukan ada atau
tidaknya pertanggungjawaban pidana,'3*

Kesalahan dalam hukum pidana meliputi kesengajaan (dolus)
maupun kealpaan (culpa). Kedua bentuk kesalahan ini diatur dalam
berbagai pasal KUHP, seperti Pasal 338 tentang pembunuhan sengaja
dan Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.'3>

Kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat yang melekat pada
asas ini. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa orang yang mengalami
gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena tidak mampu memahami

akibat perbuatannya.!3¢
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Asas tiada pidana tanpa kesalahan juga memiliki hubungan dengan
asas legalitas. Perbuatan hanya dapat dipidana apabila sebelumnya
telah diatur dalam undang-undang, dan hanya dapat dikenakan pidana
apabila pelaku melakukan kesalahan.!3’

Alasan penghapus pidana menjadi mekanisme penting dalam
penerapan asas ini. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi
dilindungi alasan pembenar atau pemaaf tidak dapat dipidana meskipun
unsur delik terpenuhi.'3®

Asas ini mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang
menekankan keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan
resosialisasi. Pemidanaan tanpa kesalahan akan menjadikan pidana
kehilangan makna sosialnya.'*®

Prinsip ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada orang yang tidak
bersalah akan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian
hukum. '4°
Asas tiada pidana tanpa kesalahan akhirnya menegaskan bahwa

hukum pidana tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Penerapan

pidana harus berdasarkan adanya kesalahan nyata dari pelaku yang
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mampu bertanggung jawab, sehingga hukum dapat mencapai fungsi
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.'#!
Tujuan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan utama untuk
menegakkan keadilan bagi masyarakat. Keadilan diwujudkan melalui
pemberian sanksi yang sepadan dengan kesalahan pelaku tindak
pidana.'#?

Pertanggungjawaban pidana juga bertujuan memberikan efek jera.
Pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang sama setelah
merasakan konsekuensi hukum yang dikenakan.!®

Pencegahan umum menjadi  aspek penting dalam tujuan
pertanggungjawaban pidana. Masyarakat memperoleh pesan bahwa
setiap perbuatan pidana pasti mendapat balasan sehingga menimbulkan
rasa takut untuk melanggar hukum.!'#4

Resosialisasi ~ termasuk  salah satu tujuan modern dari
pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan tidak hanya menghukum

tetapi juga membimbing pelaku agar kembali berfungsi normal di

tengah masyarakat.'#
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Pemeliharaan ketertiban sosial merupakan fungsi lain dari
pertanggungjawaban pidana. Sanksi pidana berperan menjaga stabilitas
sosial agar tidak terganggu oleh perilaku menyimpang. !4

Perlindungan terhadap korban menjadi tujuan yang semakin
menonjol dalam hukum pidana modern. Pemidanaan memberi
kepastian bahwa hak korban dilindungi oleh negara melalui mekanisme
keadilan.'¥

Tujuan pertanggungjawaban pidana juga mencakup pembalasan
proporsional. Konsep ini menegaskan bahwa hukuman harus sesuai
dengan kadar kesalahan, bukan semata-mata untuk menyiksa pelaku.!#

Kepastian hukum dijamin melalui pertanggungjawaban pidana.
Proses pemidanaan menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara
konsisten sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada
sistem peradilan.'#

Efisiensi sosial ~menjadi = tujuan tidak langsung dari
pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan mencegah berkembangnya
tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku

kejahatan.'>°
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Pertanggungjawaban pidana pada akhirnya diarahkan untuk
mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan
masyarakat, dan kepentingan negara. Penerapan tujuan tersebut
menjadikan hukum pidana sebagai sarana keadilan sekaligus
pengendali sosial.!>!

C. Tinjauan Umum Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum
Islam.
1 Pengertian Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dikenal dengan
istilah - mas uliyvah = jind’iyyah. Konsep ini menegaskan bahwa
seseorang - baru - dapat dimintai pertanggungjawaban apabila
perbuatannya memenuhi syarat tertentu yang ditentukan syariat. '

Kesalahan (a/-khatha’) menjadi syarat pokok dalam penerapan
pertanggungjawaban pidana. Syariat tidak membenarkan adanya
pemidanaan tanpa adanya kesalahan dari pihak pelaku.'>3

Kemampuan bertanggung jawab (ahliyyah al-jind’iyyah) juga
merupakan syarat penting. Pelaku harus memiliki akal sehat dan
kematangan usia agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak

pidana yang dilakukan.'>*
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Kebebasan kehendak menjadi dasar lain dari pertanggungjawaban
pidana dalam hukum Islam. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan
terpaksa tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena
hilangnya unsur kesalahan.'>

Kategori tindak pidana dalam hukum Islam terbagi atas hudud,
qisas-diyat, dan ta’zir. Masing-masing kategori memiliki aturan khusus
mengenai pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat keseriusan
perbuatan.'>¢

Pertanggungjawaban = pidana = dalam  hukum Islam juga
memperhatikan niat (gasd) sebagai ukuran penting. Niat membedakan
antara perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang dilakukan karena
kelalaian. !>’

Penerapan pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menjaga
lima tujuan pokok syariat (al-magashid al-khamsah), yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap pidana
diarahkan agar tujuan ini tetap terjaga.!>®

Asas keadilan mendapat tempat utama dalam konsep ini.
Pemidanaan tanpa kesalahan akan bertentangan dengan prinsip
keadilan Islam yang menekankan kesepadanan antara perbuatan dan

balasan.!®?
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Penghapusan pidana dapat terjadi apabila terdapat alasan pemaaf
yang diakui syariat. Anak kecil, orang gila, serta orang yang dipaksa
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.'°

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam pada akhirnya
bertujuan menciptakan keadilan substantif sekaligus menjaga
ketertiban sosial. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara
kepentingan individu, masyarakat, dan nilai ilahiah.'®!

Jenis Pencurian dalam Hukum Islam

Pencurian dalam  hukum Islam disebut saragah yang berarti
mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin
pemiliknya. Perbuatan ini termasuk tindak pidana yang telah diatur
hukumnya secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadis. '

Pencurian hudud merupakan bentuk pencurian yang memenuhi
seluruh syarat syar’i. Hukuman yang diterapkan adalah potong tangan
sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 38.'6°

Pencurian ta’zir mencakup perbuatan mengambil harta orang lain
yang tidak memenuhi syarat hudud. Hukuman dalam kategori ini

diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. !4

160 Zuhaili, W. (2011). Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 211.
161 Khalaf, A. W. (2002). llmu ushul figh. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, him. 118.

162 Sabiq, S. (2008). Figh sunnah jilid I1I. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 257.

163 Sabiq, S. (2008). Figh sunnah jilid I1l. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 257.

164 Hanafi, A. (1993). Asas-asas hukum pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 122,
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Pencurian ringan termasuk kategori ta’zir. Perbuatan ini terjadi
ketika nilai barang curian tidak mencapai nisab yang ditetapkan
syariat.'6’

Pencurian yang dilakukan oleh keluarga dekat tidak termasuk
hudud. Perbuatan ini digolongkan sebagai ta’zir karena hubungan
keluarga meniadakan syarat tertentu dari hudud.!6°

Pencurian harta bersama tidak dikenai hudud. Ulama berpendapat
bahwa seseorang yang mengambil harta bersama tidak dapat dipidana
hudud karena ia juga memiliki hak atas harta tersebut.'6’

Pencurian dengan cara terbuka secring kali disamakan dengan
perampokan (hirabah). Perbuatan ini dikenakan hukuman yang lebih
berat dibandingkan pencurian biasa karena menimbulkan rasa takut di
masyarakat.'68

Pencurian karena darurat seperti untuk menyelamatkan jiwa tidak
termasuk tindak pidana hudud. Kaidah figh menyatakan bahwa keadaan
darurat dapat menggugurkan hukuman hudud.'’

Pencurian yang dilakukan anak kecil tidak termasuk hudud. Anak
belum dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga

perbuatannya hanya dikenakan sanksi ta’zir ringan.!”°

165 Zuhaili, W. (2011). Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 314.
166 Djamil, F. (2013). Filsafat hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 141,
Hasan, A. (2006). Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia, hlm.

168 Rahman, F. (2009). Islam and modernity: Transformations of an intellectual tradition. Chicago:
University of Chicago Press, him. 97.

169 Shalabi, M. (2000). 4l-Madkhal fi al-figh al-Islami. Kairo: Dar al-Nahdhah, him. 183.

170 Nasution, H. (2010). Hukum pidana Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, hlm. 147.
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Pencurian dalam hukum Islam pada akhirnya dipandang sebagai
perbuatan yang merusak tatanan sosial dan melanggar hak kepemilikan.
Setiap jenis pencurian ditentukan hukumannya secara proporsional agar
tercapai keadilan sesuai syariat.!”!

Jenis Pencurian dalam KUHP

Pencurian dalam KUHP dirumuskan pada Pasal 362 yang
menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau denda.!”

Pencurian biasa adalah bentuk pencurian sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan ini terjadi apabila pelaku
mengambil barang tanpa adanya keadaan khusus yang memperberat
tindakannya.'”3

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.
Bentuk ini meliputi pencurian yang dilakukan pada malam hari di
rumah yang ditinggali orang, pencurian bersama-sama oleh dua orang
atau lebih, serta pencurian terhadap hewan ternak.'7*

Pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP.

Tindakan ini terjadi apabila pelaku menggunakan kekerasan atau

171 Khalaf, A. W. (2002). llmu ushul figh. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, him. 126.
172 Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.
173 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,

hlm. 143.

174 Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 92.
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ancaman kekerasan saat melakukan pencurian, dengan ancaman pidana
yang lebih berat hingga pidana mati jika menimbulkan korban jiwa.!”

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Jenis ini berlaku
apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari jumlah tertentu yang
ditentukan undang-undang sehingga ancaman pidananya lebih
ringan.!’6

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Perbuatan
ini tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan korban, karena
hubungan kekeluargaan dipandang sebagai alasan yang mengurangi
sifat tercelanya perbuatan.!”’

Pencurian dalam KUHP menunjukkan adanya pembedaan antara
perbuatan yang dilakukan dengan cara biasa, dengan keadaan yang
mengandung unsur pemberatan. Pembedaan ini mencerminkan tingkat
keseriusan tindak pidana yang dilakukan.!’®

Pencurian dalam KUHP memiliki sistematika pemidanaan yang
disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Semakin besar kerugian
atau bahaya yang ditimbulkan, semakin berat ancaman pidana yang
diberikan.!”®

Pencurian dalam KUHP juga mengandung tujuan perlindungan

hukum terhadap harta benda masyarakat. Pengaturan yang rinci dalam

175 Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm.

176 Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, him. 127.

177 Marpaung, L. (2009). Asas, teori, praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, him. 84.

178 Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana, him. 119.

179 Simons, J. (2005). Pengantar ilmu hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, him. 171.
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berbagai pasal menunjukkan pentingnya menjaga kepastian hukum dan
rasa aman. '8¢
Pencurian dalam KUHP pada akhirnya dipandang sebagai tindak
pidana yang tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga
mengganggu ketertiban umum. Keberadaan jenis-jenis pencurian
tersebut memberi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan
yang adil.'8!
4 Sanksi Pencurian dalam Hukum Islam
Sanksi pencurian dalam hukum Islam disebut hadd al-saraqah.
Hukuman ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an surat Al-Maidah
ayat 38 yang menyebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan yang
mencuri dipotong tangannya scbagai balasan atas perbuatannya. '3’
Pelaksanaan potong tangan hanya berlaku apabila pencurian
memenuhi syarat hudud. Syarat tersebut antara lain barang yang dicuri
mencapai nisab, diambil dari tempat yang terjaga, dan dilakukan
dengan sengaja tanpa adanya paksaan.'®?
Sanksi hudud bersifat pasti karena bersumber dari nash syar’i.
Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambah

hukuman apabila syarat telah terpenuhi.'®*

180 Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Bandung: Alumni, him.
153.

181 Hazewinkel-Suringa, D. (1989). Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht
(Terjemahan). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 91.

182 Sabiq, S. (2008). Figh sunnah jilid I1I. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 261.

183 Ali, M. (2007). Hukum pidana Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 78.

184 Hanafi, A. (1993). Asas-asas hukum pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 129.

67



Sanksi ta’zir diterapkan apabila syarat hudud tidak terpenuhi.
Hukuman dalam kategori ini dapat berupa penjara, cambuk, atau
teguran sesuai kebijaksanaan hakim. '3

Hukuman potong tangan ditujukan sebagai bentuk pencegahan.
Pelaku yang kehilangan tangan akan merasa jera, dan masyarakat
menjadi takut melakukan pencurian karena adanya efek psikologis yang
kuat. %

Ulama menegaskan bahwa sanksi pencurian memiliki tujuan
menjaga lima maqasid syariah, khususnya harta. Perlindungan harta
merupakan aspek penting karena tanpa harta kehidupan sosial tidak
akan berjalan dengan baik. '8’

Pencurian karena darurat tidak dikenakan sanksi hudud. Kaidah figh
menyatakan bahwa keadaan darurat dapat menggugurkan hukuman
potong tangan demi menjaga kelangsungan hidup pelaku.'®®

Pencurian oleh anak kecil atau orang gila tidak dikenai hukuman
hudud. Kondisi tersebut menunjukkan ketiadaan kemampuan
bertanggung jawab sehingga hanya dapat dikenai sanksi pendidikan

atau ta’zir ringan.'®’

185 Zuhaili, W. (2011). Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr, him. 318.
186 Hasan, A. (2006). Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia, him.

122.

187 Djamil, F. (2013). Filsafat hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, him. 144.
188 Shalabi, M. (2000). 4l-Madkhal fi al-figh al-Islami. Kairo: Dar al-Nahdhah, him. 187.
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Sanksi pencurian dalam hukum Islam juga dipandang sebagai
bentuk keadilan ilahiah. Hukuman tidak hanya bersifat duniawi tetapi
juga memiliki dimensi spiritual sebagai pembersih dosa bagi pelaku.!”?

Penerapan sanksi pencurian akhirnya diarahkan untuk menciptakan
keadilan dan ketertiban sosial. Hukum Islam berupaya
menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan
masyarakat luas.!®!

Sanksi Pencurian dalam KUHP

Pencurian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362
KUHP menegaskan bahwa pencurian merupakan pengambilan barang
milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
denda.'®?

Rumusan pencurian biasa terdapat pada Pasal 362 KUHP. Tindak
pidana ini dipandang sebagai bentuk perampasan hak kepemilikan
orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pidana pokok

berupa penjara maupun denda.'®?

190 Rahman, F. (2009). Islam and modernity: Transformations of an intellectual tradition. Chicago:
University of Chicago Press, him. 102.
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Pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 KUHP. Jenis
pencurian ini meliputi pencurian yang dilakukan pada malam hari,
dilakukan secara bersama-sama, atau dilakukan dengan pembongkaran,
dengan ancaman pidana yang lebih berat yakni maksimal tujuh tahun
penjara.'**

Pencurian dengan kekerasan tercantum pada Pasal 365 KUHP.
Sanksinya lebih berat karena selain merampas hak milik orang lain,
pelaku juga menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
korban, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun
bahkan dapat ditingkatkan hingga lima belas tahun apabila
mengakibatkan luka berat atau kematian.'®>

Pencurian ringan diatur pada Pasal 364 KUHP. Jenis ini terjadi
apabila nilai barang yang dicuri relatif kecil, dengan ancaman pidana
paling lama tiga bulan penjara atau denda ringan, schingga lebih
menekankan aspek proporsionalitas hukuman. !

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur pada Pasal 367 KUHP.
Kasus ini dibedakan karena adanya hubungan kekerabatan, sehingga
penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan korban dan

ancaman pidananya lebih ringan.'®’

194 Hamzah, A. (2008). Delik-delik khusus: Kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, hlm. 209.
195 Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama,

196 Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Bogor:
Politeia, him. 242.
197 Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, him. 127.
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Sanksi pencurian dalam KUHP mencerminkan asas diferensiasi
berdasarkan modus operandi dan akibat perbuatan. Penentuan berat
ringannya hukuman dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-
faktor objektif dan subjektif.'*®

Sistem pemidanaan pencurian di KUHP bersifat represif sekaligus
preventif. Pidana penjara dijatuhkan untuk memberikan efek jera
kepada pelaku sekaligus mencegah masyarakat lain melakukan
perbuatan serupa.'®

Sanksi pencurian juga memiliki fungsi perlindungan hukum bagi
korban. Negara melalui KUHP memberikan jaminan kepastian hukum
bahwa hak kepemilikan dilindungi dan pelanggaran atasnya diberikan
sanksi tegas.?*

Sanksi pencurian dalam KUHP akhirnya diposisikan sebagai bagian
dari instrumen hukum pidana nasional yang bertujuan menjaga

ketertiban masyarakat. Perlindungan kepentingan individu dan kolektif

menjadi dasar utama dalam penerapan ketentuan tersebut.?%!

Perbandingan Kedua Sistem

198 Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
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Konsep pencurian dalam hukum Islam dipahami sebagai
pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan
maksud untuk memilikinya tanpa izin pemilik. Tindakan ini
dikategorikan sebagai hudud yang memiliki sanksi tetap berdasarkan
ketentuan Al-Qur’an dan hadis.??

Pengaturan pencurian dalam KUHP diletakkan pada Pasal 362
sampai Pasal 367. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan
mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara dan denda.?*?

Hukum TIslam memberikan sanksi utama berupa potong tangan
sebagaimana tercantum pada surah Al-Maidah ayat 38. Hukuman ini
hanya dapat dijalankan apabila terpenuhi syarat yang ketat, seperti nilai
barang yang mencapai nisab, dilakukan secara sadar, serta tanpa adanya
unsur paksaan.?%

KUHP memberikan variasi sanksi terhadap pencurian berdasarkan
jenis dan cara pelaksanaannya. Pencurian biasa diancam lima tahun
penjara, pencurian dengan pemberatan tujuh tahun, pencurian dengan
kekerasan sembilan hingga lima belas tahun, serta pencurian ringan tiga

bulan penjara atau denda.?%

202 Zuhaili, W. (1997). Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 484.
203 Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 121.
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Perbedaan utama kedua sistem hukum terletak pada sifat sanksinya.
Hukum Islam menekankan pada hukuman fisik sebagai bentuk
pencegahan keras agar masyarakat menjauhi perbuatan mencuri,
sementara KUHP menekankan pidana penjara untuk memberikan efek
jera serta resosialisasi pelaku.?%

Persamaan yang dapat ditemukan yaitu keduanya sama-sama
menekankan perlindungan hak milik. Islam memandang harta sebagai
amanah yang wajib dijaga, sedangkan KUHP menempatkan
kepemilikan sebagai hak keperdataan yang dilindungi oleh negara
melalui hukum pidana.?’

Hukum Islam mensyaratkan pembuktian yang ketat melalui saksi
dan pengakuan yang meyakinkan. KUHP justru menggunakan sistem
pembuktian modern dengan mengandalkan alat bukti seperti
keterangan saksi, barang bukiti, serta keterangan ahli.?*®

Penerapan sanksi dalam hukum Islam bersifat tetap karena termasuk
dalam kategori Audud. KUHP justru memungkinkan adanya variasi
putusan hakim karena mempertimbangkan kondisi pelaku, keadaan

yang meringankan, dan tujuan pemidanaan.?®

206 Hamzah, A. (2008). Delik-delik khusus: Kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, hlm. 209.
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Konsep keadilan dalam hukum Islam terkait pencurian menekankan
aspek moral dan spiritual dengan harapan pelaku bertaubat. KUHP
menekankan aspek sosial dan hukum dengan tujuan menjaga ketertiban
umum serta kepastian hukum?'°.

Perbandingan kedua sistem menunjukkan bahwa hukum Islam
bersifat tegas dan berlandaskan wahyu, sedangkan KUHP bersifat
fleksibel dan berlandaskan undang-undang buatan manusia. Keduanya
memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan

melindungi hak kepemilikan,?!!

210 Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana, him. 122.
211 Marpaung, L. (2009). 4sas, teori, praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan
Dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe Menurut KUHP

1. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe

Perkara pidana yang menjerat Terdakwa JHM bermula dari tindakan
pencurian yang terjadi pada 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di
kamar 303 Hotel Bahagia 2 Soe. Terdakwa, yang tinggal tidak jauh dari
lokasi hotel, memasuki area hotel melalui gerbang yang terbuka dan
kemudian menuju lorong kamar untuk menggunakan internet. Ketika
melihat jendela kamar 303 terbuka dan mengetahui bahwa penghuni
kamar—saksi Femi Modesta Sinaga—sedang tertidur dengan tas laptop di
sisi tubuhnya, Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil
tas laptop melalui jendela tanpa memasukkan seluruh badannya. Tas
tersebut berisi laptop Asus, charger, mouse, kabel HDMI, mousepad, dan
cairan pembersih, yang seluruhnya adalah milik korban dan merupakan

barang negara yang tercatat atas nama kantor BPKP Provinsi NTT.

Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa melarikan diri
dengan memanjat pagar belakang hotel dan memindahkan isi tas laptop ke
dalam sebuah dus sebelum membuang tasnya ke jalan. Perbuatannya
mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp 20.000.000,00. Tindakannya

dilakukan tanpa izin pemilik dan memenuhi unsur pencurian yang dilakukan
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pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di mana
pelaku masuk melalui jendela yang terbuka dan tidak diketahui penghuni
kamar. Unsur-unsur tersebut mengarah pada delik Pencurian dengan
pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5

KUHP.

Pembuktian dilakukan melalui keterangan empat orang saksi, antara
lain saksi korban Femi Modesta Sinaga yang menjelaskan kronologi
kehilangan barang dan kerugian yang dialaminya serta fakta bahwa laptop
yang hilang merupakan inventaris negara. Saksi lain, seperti satpam hotel
dan pegawai hotel, juga menguatkan bahwa jendela kamar ditemukan dalam
keadaan terbuka serta CCTV hotel di area tersebut sedang rusak sehingga
Terdakwa dapat melakukan aksinya tanpa terpantau. Selain itu, saksi
pembeli barang curian, Naema Bureni, menerangkan bahwa dirinya
membeli laptop dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 atas alasan yang
diberikan Terdakwa seolah laptop itu merupakan barang gadai, sehingga

makin menguatkan keterlibatan Terdakwa.

Terdakwa tidak membantah dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi
maupun keberatan atas keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan,
Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan
alasan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Penuntut
Umum menuntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta meminta seluruh

barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah. Berdasarkan seluruh
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fakta yang terungkap pada persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa
rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP karena dilakukan
pada malam hari, dalam lingkungan tertutup, dengan cara memanjat jendela

tanpa diketahui oleh penghuni kamar.

. Identifikasi Unsur-Unsur Delik Pencurian Dengan Pemberatan Menurut

Pasal 363 KUHP

Identifikasi unsur-unsur delik merupakan tahap penting untuk
memastikan bahwa perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi seluruh
elemen yang dipersyaratkan oleh undang-undang sehingga dapat dipidana.
Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Pasal 363
KUHP memberikan konstruksi hukum yang lebih spesifik dan ketat
dibandingkan Pasal 362 KUHP karena adanya faktor-faktor yang dianggap
menambah tingkat kesalahan (schuld) maupun tingkat membahayakan
perbuatan (daad). Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian yang
dilakukan dengan keadaan khusus yang memperberat pidana, seperti
dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan secara bersama-sama,
dilakukan di rumah atau dalam pekarangan tertutup, dilakukan dengan
merusak atau memanjat, serta pencurian terhadap hewan ternak. Oleh
karena itu, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe, identifikasi unsur-unsur delik ini menjadi
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dasar utama untuk menilai apakah hakim telah tepat menerapkan hukum

pidana materiil.

Unsur pertama adalah “mengambil barang”, yang menurut doktrin
Moeljatno dipahami sebagai perbuatan memindahkan barang dari
kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku tanpa hak. Unsur ini
menekankan adanya penguasaan fisik (feitelijke macht) terhadap objek
yang dicuri. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, unsur ini tetap
menjadi unsur pokok yang harus dibuktikan sebelum melihat adanya unsur
pemberat. Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain, dan
pelaku harus memiliki kehendak untuk menguasainya secara melawan

hukum.

Unsur kedua adalah “barang itu seluruhnya atau sebagian milik
orang lain”, yang menunjukkan bahwa objek pencurian harus berada dalam
hak milik atau setidaknya penguasaan sah pihak lain. Unsur ini memiliki
kepentingan untuk melindungt hak keperdataan seseorang dari pelanggaran
berupa perampasan atau penguasaan ilegal. Jika barang tersebut tidak jelas
kepemilikannya atau bersifat bebas (res nullius), maka unsur ini tidak

terpenuhi.

Unsur ketiga adalah “dilakukan secara melawan hukum”, yaitu
adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa dasar pembenar.
Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini bukan hanya bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan
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norma kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Element ini
menegaskan bahwa pelaku menyadari bahwa tindakannya tidak sah namun

tetap melakukannya dengan sengaja.

Selain unsur pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
362 KUHP, Pasal 363 KUHP menambahkan unsur-unsur pemberat yang
memperburuk keadaan tindak pidana. Unsur pemberat pertama yang sering
muncul dalam praktik adalah “dilakukan pada malam hari dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Unsur ini
mencerminkan peningkatan tingkat kesalahan karena pelaku memanfaatkan
situasi gelap dan privasi rumah untuk melancarkan aksinya. Rumah
dipahami sebagai tempat yang secara hukum dilindungi karena merupakan

ruang privat.

Unsur pemberat kedua adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu”’, yang menunjukkan adanya kerja sama (plegen bersama-
sama) yang dapat meningkatkan efektivitas pencurian dan memperbesar
ancaman terhadap korban. Doktrin hukum pidana menganggap
persekongkolan atau kerja sama sebagai faktor pemberat karena adanya

kesengajaan kolektif yang memperkuat kemampuan pelaku.

Unsur pemberat berikutnya adalah “dilakukan dengan cara merusak,
memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu”. Unsur ini

menggambarkan adanya tindakan yang secara khusus ditujukan untuk
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mempermudah akses ke tempat atau barang yang dilindungi. Tindakan-

tindakan tersebut menunjukkan niat jahat yang lebih matang dan terencana.

Untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara Nomor
68/Pid.B/2024/PN Soe telah benar-benar berdasarkan pembuktian yang sah
dan meyakinkan sehingga terpenuhinya unsur pokok dan unsur pemberat,
maka pertanggungjawaban pidana atas pencurian dengan pemberatan dapat
dinyatakan lengkap, sehingga penjatuhan pidana oleh majelis hakim

memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam perkara Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe, fakta
persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya
memenuhi unsur pokok pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362
KUHP, tetapi juga mengandung beberapa unsur pemberat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur pemberat ini
penting karena meningkatkan tingkat kesalahan (schuld) dan tingkat
berbahaya perbuatan (daad), serta menjadi dasar bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.
Analisis terhadap fakta-fakta konkret dalam putusan tersebut menunjukkan
bahwa terdapat dua unsur pemberat utama yang terbukti secara sah dan
meyakinkan, yakni pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam
bangunan atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta pencurian
yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.
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Unsur pemberat pertama yang relevan adalah pencurian yang
dilakukan “pada malam hari di sebuah rumah atau dalam pekarangan
tertutup yang ada rumahnya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat
(1) ke-3 KUHP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa
memasuki area rumah korban pada malam hari ketika situasi gelap dan
kondisi lingkungan sepi. Waktu malam hari memberikan kesempatan yang
lebih besar bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas dan menghindari
deteksi, sehingga secara hukum dianggap meningkatkan tingkat kejahatan
(aggravated circumstances). Selain itu, rumah sebagai ruang privat
mendapatkan perlindungan hukum lebih tinggi karena merupakan tempat
seseorang beristirahat dan menyimpan barang-barang bernilai. Oleh karena
itu, pelanggaran terhadap rumah pada malam hari tidak hanya melukai
kepentingan pemilik, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang lebih

luas.

Unsur pemberat kedua yang terbukti adalah “pencurian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Fakta dalam putusan menunjukkan
bahwa terdakwa tidak bertindak sendirian, melainkan bekerja sama dengan
pelaku lain untuk melaksanakan pencurian. Kerja sama ini menunjukkan
adanya kesengajaan kolektif (gemeenlijk), koordinasi tindakan, dan
pembagian peran di antara para pelaku. Dalam doktrin hukum pidana,
tindakan bersekutu dianggap meningkatkan kualitas kesalahan karena

kejahatan dilakukan secara terorganisir dan direncanakan, sehingga peluang
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keberhasilan pencurian meningkat dan risiko bagi korban menjadi lebih
besar. Selain itu, pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
menimbulkan ancaman lebih serius terhadap keamanan korban dan

masyarakat.

Terdapat indikasi bahwa para pelaku melakukan tindakan yang
menunjukkan adanya perencanaan, seperti memastikan situasi aman,
memperhatikan kondisi rumah, dan memanfaatkan kesempatan saat rumah
dalam keadaan kosong. Meski tidak secara eksplisit disebutkan sebagai
unsur pemberat mandiri dalam Pasal 363 KUHP, perencanaan
(voorbedachte rade) ini memperkuat pembuktian bahwa pelaku bertindak
dengan niat jahat yang matang, sesuatu yang sering kali dipertimbangkan

hakim dalam memperberat pidana.

. Pembuktian Unsur Kesalahan (Mens Rea) Pelaku dalam Perspektif

Pertanggungjawaban Pidana

Kesengajaan (dolus) dalam kasus pencurian dimaknai sebagai
kehendak pelaku untuk menguasai barang yang bukan miliknya. Doktrin
Moeljatno menyebutkan bahwa seseorang telah bertindak dengan sengaja
apabila ia mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibatnya. Dalam
perkara pencurian, kesengajaan tercermin dari upaya merencanakan,
mencari kesempatan, bekerja sama dengan pihak lain, atau menggunakan
alat tertentu untuk memasuki tempat yang dilindungi. Ketika pelaku secara

sadar memasuki rumah, bangunan, atau pekarangan tertutup pada malam
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hari, kemudian mengambil barang dengan maksud memiliki secara
melawan hukum, maka unsur kesengajaan dapat dianggap terpenuhi secara

materiil.

Selain unsur kesengajaan, pembuktian kemampuan bertanggung
jawab juga merupakan elemen penting dalam mens rea. Kemampuan
bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan psikis pelaku, apakah ia
mampu memahami makna perbuatannya dan menyadari konsekuensi
hukumnya. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila
berada dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab, misalnya karena
gangguan jiwa berat atau tidak sadar. Dalam perkara Putusan Nomor
68/P1d.B/2024/PN Soe, tidak terdapat indikasi bahwa pelaku mengalami
gangguan jiwa atau kondisi psikis khusus yang dapat menghilangkan
kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku dianggap cakap

secara hukum dan memenuhi unsur toerekeningsvatbaarheid.

Pembuktian mens rea juga dilakukan dengan menilai rangkaian
perbuatan sebelum, selama, dan setelah tindak pidana dilakukan. Hakim
biasanya menilai apakah terdapat tindakan-tindakan yang menunjukkan
adanya niat jahat (animus furandi), seperti merusak pintu, menyiapkan alat,
bersekongkol dengan orang lain, atau melarikan diri setelah mengambil
barang. Jika fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan
terencana melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka hal itu menjadi

indikator kuat bahwa unsur kesalahan terpenuhi.

84



Selain itu, unsur melawan hukum juga merupakan bagian dari
pembuktian kesalahan. Pelaku harus mengetahui bahwa tindakannya
bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun norma sosial
namun tetap memilih untuk melakukannya. Dalam konteks pencurian, tidak
ada alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (noodweer) atau keadaan
darurat yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan.
Demikian juga, tidak terdapat alasan pemaaf seperti daya paksa (overmacht)
atau gangguan kejiwaan. Dengan tidak adanya alasan pembenar maupun

pemaaf, unsur kesalahan pelaku semakin kuat terbukti.

Pembuktian mens rea tidak hanya bersifat formal, tetapi juga
mempertimbangkan faktor sosial, motif, dan kesadaran moral pelaku.
Hakim menilai apakah pelaku memahami bahwa perbuatannya merugikan
orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Jika pelaku tetap
melakukan perbuatan meskipun mengetahui risiko dan larangannya, maka

ia dianggap telah memenuhi unsur kesalahan secara penuh.

Mens rea dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada
Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe dapat dibuktikan melalui adanya
kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, tindakan yang terencana,
serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Semua hal ini menegaskan
bahwa pelaku memenuhi unsur kesalahan sebagai dasar untuk menerima

pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan KUHP.
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4. Penerapan Pasal 363 KUHP oleh Majelis Hakim dalam Menilai

Pertanggungjawaban Pidana

Penerapan Pasal 363 KUHP oleh Majelis Hakim dalam Putusan
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe merupakan tahap krusial dalam menentukan
bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pencurian dengan
pemberatan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa perbuatan
terdakwa tidak hanya memenuhi unsur-unsur pokok pencurian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, tetapi juga memenuhi unsur-unsur
pemberat yang diatur secara tegas dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP.
Penilaian hakim berfokus pada apakah setiap unsur delik telah terbukti
melalui alat bukti yang sah, apakah unsur kesalahan terpenuhi, serta apakah
keadaan-keadaan pemberat yang diajukan oleh penuntut umum mempunyai
dasar fakta dan hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan
Pasal 363 KUHP dilakukan dengan menitikberatkan pada integritas

pembuktian dan koherensi antara fakta persidangan dengan rumusan norma.

Majelis hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur
pokok pencurian, yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain
dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Dari keterangan saksi,
barang bukti, dan pengakuan terdakwa, hakim menilai bahwa unsur ini
terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa diketahui mengambil barang
milik korban tanpa hak dan kemudian menguasainya, yang menurut doktrin

Moeljatno memenuhi unsur “mengambil” dan “melawan hukum”. Setelah
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unsur dasar ini terbukti, barulah hakim melanjutkan analisis terhadap unsur-
unsur pemberat untuk menilai apakah perbuatan terdakwa layak

dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Menerapkan Pasal 363 KUHP, majelis hakim memeriksa apakah
keadaan-keadaan pemberat yang disebutkan dalam dakwaan alternatif
terbukti. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menyatakan bahwa
pencurian dilakukan pada malam hari dan di dalam rumah/pekarangan
tertutup, yang merupakan unsur pemberat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan
mengambil barang pada malam hari meningkatkan risiko bagi korban serta
menunjukkan modus operandi yang memanfaatkan kelemahan situasi
lingkungan. Penilaian ini sejalan dengan pandangan doktrinal bahwa
pencurian di rumah pada malam hari mengandung bahaya yang lebih besar

karena melanggar ruang privat yang dilindungi secara khusus oleh hukum.

Unsur pemberat lain yang diterapkan hakim adalah bahwa pencurian
dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih sebagaimana
diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Majelis hakim menilai adanya
kerja sama aktif antara para pelaku melalui pembagian peran, koordinasi
tindakan, dan kesepakatan untuk melakukan pencurian tersebut. Unsur ini
dianggap sebagai faktor yang memperberat karena tindakan kolektif
meningkatkan kemampuan dan keberhasilan pelaku untuk melakukan

pencurian, serta memperbesar ancaman terhadap korban. Dengan demikian,
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penerapan ke-4 KUHP dilakukan tidak hanya berdasar rumusan formal,
tetapi juga berdasarkan analisis terhadap dinamika tindakan pelaku yang

terungkap dalam persidangan.

Selain menilai unsur delik, hakim juga mempertimbangkan unsur
kesalahan (mens rea) sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban
pidana. Hakim menegaskan bahwa terdakwa bertindak dengan sengaja
(dolus), yang dibuktikan dari cara pelaku memasuki area rumah korban,
waktu yang dipilih, serta tindakan kolektif yang menunjukkan adanya
rencana. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf memperkuat
kesimpulan hakim bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi secara penuh,
sehingga tidak ada alasan hukum untuk membebaskan atau mengurangi

pertanggungjawaban pidana pelaku.

Majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak
pidana pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan. Dengan demikian, penerapan Pasal 363 KUHP oleh hakim
tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdasarkan evaluasi mendalam
terhadap fakta perbuatan, motif pelaku, keadaan lingkungan, serta dampak
bagi korban. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam
hukum pidana, di mana hakim tidak hanya mengutip norma, melainkan
benar-benar menguji kesesuaian antara norma dan fakta konkret di

persidangan.
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Secara keseluruhan, penerapan Pasal 363 KUHP oleh majelis hakim
dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe menunjukkan bahwa putusan
tersebut dibangun melalui analisis yuridis yang sistematis, objektif, dan
sesuai dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Hakim menegakkan
hukum pidana materiil secara tepat dengan mempertimbangkan dimensi
normatif maupun faktual, sehingga penjatuhan pidana memiliki dasar

hukum yang kuat dan selaras dengan rasa keadilan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku

Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kasus Tersebut

Pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku pencurian
dengan  pemberatan - sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor
68/Pid.B/2024/PN Soe berangkat dari prinsip bahwa pencurian (sarigah)
merupakan salah satu kejahatan serius (jarimah hudiid) apabila memenuhi
syarat tertentu, dan dapat pula tergolong sebagai fa zir apabila tidak memenuhi
unsur hudiid. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pencurian yang mengambil
harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat memiliki secara tidak
sah dinyatakan bertanggung jawab secara pidana apabila terpenuhi unsur
kehendak (niat), adanya harta yang dilindungi (mal muhraz), serta tidak adanya
syubhat. Tindak pencurian dalam kasus ini memenuhi unsur utama pencurian
dalam perspektif figh jinayah karena pelaku secara sadar, terencana, dan bekerja
sama memasuki rumah korban pada malam hari untuk mengambil barang-

barang yang bukan miliknya.
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Hukum Islam, unsur pemberat seperti dilakukan pada malam hari atau
dilakukan secara bersama-sama tidak secara eksplisit disebutkan sebagai faktor
pemberat dalam jarimah sarigah. Namun, unsur-unsur tersebut berdampak
pada klasifikasi bentuk kejahatan yang dapat memperkuat adanya unsur
kesengajaan (qasd) dan perencanaan. Perbuatan mengambil harta di rumah
korban pada malam hari menunjukkan adanya tindakan yang terorganisir dan
memanfaatkan kelemahan korban, sehingga secara moral dan hukum
memperburuk tingkat pelanggaran. Mazhab Syafi’i dan Hanafi memandang
bahwa pencurian yang dilakukan secara terencana dan melibatkan beberapa
orang dapat menunjukkan intensitas kesengajaan (niat jahat) yang lebih kuat,
sehingga hakim berwenang menjatuhkan hukuman ta zir yang lebih berat

apabila tidak terpenuhi syarat hudiid.

Salah satu unsur kunci dalam hukum Islam adalah keberadaan harta yang
berada dalam penjagaan (al-hirz). Rumah merupakan bentuk 4irz yang paling
kuat dalam hukum Islam karena menjadi tempat penyimpanan dan perlindungan
harta seseorang. Tindakan pelaku memasuki rumah korban pada malam hari
untuk mencuri barang jelas memenuhi unsur pelanggaran atas hirz, sehingga
pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas dan tegas. Dalam pandangan
fuqaha, pelanggaran terhadap 4irz menunjukkan tingkat pelanggaran yang lebih
serius karena tidak hanya mengambil harta, tetapi juga merusak keamanan

pribadi pemilik rumah.
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Namun demikian, untuk dapat diterapkan sanksi hudiid berupa potong
tangan, hukum Islam mensyaratkan ketatnya unsur-unsur seperti nilai barang
yang dicuri harus mencapai nishab, pencurian dilakukan tanpa syubhat, barang
berada dalam kirz yang sah, dan tidak adanya keraguan mengenai pelaku. Jika
terdapat unsur syubhat (keragu-raguan), maka hukuman hudiud tidak dapat
diterapkan dan kejahatan dialihkan menjadi fa zir sesuai kewenangan hakim.
Dalam konteks perkara ini, unsur pencurian dilakukan secara bersama-sama dan
kemungkinan adanya ketidakpastian nilai barang hasil pencurian berpotensi
menimbulkan syubhat. Oleh karena itu, meskipun secara substansial perbuatan
pelaku tergolong serius, sanksi yang relevan dalam hukum Islam bukanlah

hudud tetapi ta Zir.

Hukuman fa zir dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan diserahkan
kepada kebijaksanaan hakim (u/il amri) untuk menentukannya berdasarkan
tingkat kejahatan, dampak sosial, dan kondisi pelaku. Dalam kasus pencurian
dengan pemberatan ini, hakim berhak menjatuhkan hukuman yang lebih berat
karena tindakan pelaku memenuhi unsur kesengajaan tinggi, dilaksanakan
secara bersekutu, dilakukan pada malam hari, serta merusak rasa aman
masyarakat. Dalam konteks ta zir, bentuk hukuman dapat berupa penjara,
denda, cambuk ringan, atau bentuk hukuman lain yang dianggap memberi efek

jera dan melindungi masyarakat.

Selain aspek delik dan hukuman, hukum Islam juga memandang pencurian

sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan (‘adl) dan amanah (amanah).
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Pelaku dianggap telah mengkhianati nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi
hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam maqasid al-syari‘ah, pencurian
termasuk pelanggaran terhadap perlindungan harta (hifz al-mal), salah satu
tujuan utama syariat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku tidak
hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral-spiritual karena merusak tatanan

kehidupan yang adil dan aman.

Perspektif maqasid, tindakan pelaku juga dinilai merusak stabilitas sosial
dan mengancam ketertiban masyarakat, sehingga penjatuhan hukuman yang
tegas merupakan bagian dari pemeliharaan kemaslahatan umum (maslahah
‘ammah). Pencurian yang dilakukan pada malam hari dan melibatkan beberapa
orang menunjukkan potensi ancaman yang lebih besar terhadap keamanan
masyarakat, sehingga penerapan hukuman 7a zir yang berat sejalan dengan

tujuan syariat dalam menjaga ketertiban publik.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan dalam
Putusan Nomor 68/P1d.B/2024/PN Soe menurut. hukum Islam dapat
dikategorikan sebagai jarimah ta ‘zir yang pantas dijatuhi hukuman berat karena
terpenuhi unsur pencurian, adanya niat jahat yang terencana, pelanggaran
terhadap hirz, serta bahaya sosial yang signifikan. Meskipun secara formal tidak
memenuhi syarat hudiid, namun sanksi ta‘zir memberikan ruang bagi hakim
untuk menerapkan keadilan substantif demi menjaga harta, rasa aman, dan

kemaslahatan masyarakat.
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C. Perbedaan Dan Persamaan Antara Pertanggungjawaban Pidana Dalam
KUHP Dan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pencurian Dengan

Pemberatan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan
dalam KUHP dan hukum Islam memiliki titik temu dan perbedaan mendasar
baik dari segi konsep, struktur delik, maupun mekanisme pemidanaan.
Keduanya sama-sama memandang pencurian sebagai pelanggaran serius
terhadap hak milik dan ketertiban sosial, namun pendekatan yang digunakan
berbeda sesuai dengan karakter khas masing-masing sistem hukum. KUHP
memakai pendekatan legal-positivistik yang berbasis peraturan tertulis,
sementara hukum Islam menggunakan pendekatan normatif-moral yang
bertumpu pada nash dan prinsip-prinsip maqasid al-syari‘ah. Dengan demikian,
perbandingan antara keduanya memberikan gambaran tentang bagaimana
kedua sistem hukum tersebut menilai tingkat kesalahan, unsur pemberat, dan

konsekuensi pidana bagi pelaku.

Dari segi persamaan, baik KUHP maupun hukum Islam menempatkan
perbuatan mengambil harta orang lain secara sengaja dan tanpa hak sebagai
suatu kejahatan yang merugikan korban dan masyarakat. Keduanya
menekankan pentingnya kesengajaan (mens rea/qasd) dalam menentukan
pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP, hal ini tercermin dari terpenuhinya
unsur kesengajaan untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan

dalam hukum Islam kesengajaan merupakan syarat utama untuk
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mengkategorikan perbuatan sebagai jarimah sarigah atau ta ‘zir. Baik KUHP
maupun hukum Islam juga mengharuskan adanya harta berwujud dan bernilai
yang diambil secara melawan hukum dari penguasaan sah pemilik. Hal ini
menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sepakat bahwa hak milik adalah
sesuatu yang harus dilindungi, dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan

pertanggungjawaban pidana.

Persamaan lainnya terletak pada pengakuan terhadap keadaan tertentu
sebagai faktor yang memperberat kesalahan pelaku. Dalam KUHP, unsur
pemberat secara normatif dituangkan dalam Pasal 363 ayat (1), seperti
pencurian pada malam hari, dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup,
dan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Meskipun hukum Islam
tidak mengatur secara formal “unsur pemberat” sebagaimana dalam KUHP,
namun dalam praktik figh, faktor-faktor seperti pencurian yang dilakukan
terencana, dilakukan secara bersekutu, atau dilakukan dengan cara yang
membahayakan, dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman ta zir
yang lebih berat. Dengan demikian, secara substantif, keduanya sama-sama
memandang kondisi tertentu sebagai bentuk peningkatan tingkat kesalahan

pelaku.

Adapun perbedaan utama muncul pada struktur delik dan jenis sanksinya.
KUHP membedakan secara jelas antara pencurian biasa (Pasal 362) dan
pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), yang masing-masing memiliki

ancaman pidana berbeda sesuai kadar pemberatnya. Sementara itu, hukum
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Islam membedakan antara jarimah hudiid dan jarimah ta zir. Pencurian yang
memenuhi syarat hudid seperti nilai barang mencapai nishab, barang berada
dalam hirz, tidak ada syubhat, dan pelaku memiliki kapasitas penuh dihukum
dengan potong tangan. Namun, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi
atau terdapat syubhat, maka perbuatan dialihkan ke kategori ta zir dengan
hukuman yang fleksibel. Dengan demikian, perbedaan terdapat pada tingkat

ketatnya syarat pengenaan hukuman serta variasi mekanisme pemidanaan.

Dari sisi pengaturan unsur pemberat, KUHP menguraikan unsur pemberat
secara eksplisit sebagai bagian dari delik materiil, sehingga secara langsung
memengaruhi ancaman pidana maksimal. Sebaliknya, hukum Islam tidak
menggunakan sistem unsur pemberat yang terinci, melainkan memberikan
diskresi sepenuhnya kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi tertentu
dalam menentukan kadar hukuman 7 zir. Oleh karena itu, KUHP lebih bersifat
rigid dan sistematis, sementara hukum Islam lebih fleksibel namun syarat hudid

sangat ketat.

Perbedaan berikutnya terletak pada tujuan pemidanaan. KUHP, khususnya
dalam paradigma hukum pidana modern, bertujuan bukan hanya untuk
membalas kesalahan pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi
masyarakat, dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Sementara itu, hukum
Islam bertumpu pada magqasid al-syari‘ah yang menekankan perlindungan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (kifz al-mal). Pemidanaan

dalam Islam bukan hanya sebagai balasan, tetapi sebagai upaya menjaga
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kemaslahatan umum dan memulihkan ketertiban sosial secara moral dan
hukum. Dengan demikian, Islam memberikan dimensi moral-spiritual yang

lebih kuat dalam setiap bentuk pemidanaan.

Akhirnya, meskipun terdapat perbedaan konsep dan teknik pemidanaan,
baik KUHP maupun hukum Islam memiliki tujuan sama, yaitu menjaga
keamanan, ketertiban, serta melindungi harta benda masyarakat. KUHP
melakukannya melalui struktur delik formal dan sanksi berbasis undang-
undang, sedangkan hukum Islam melalui pengaturan hudid dan ta‘zir dengan
orientasi perlindungan hak dan kemaslahatan. Perbandingan ini menunjukkan
bahwa kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam upaya
mewujudkan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku dalam kasus

pencurian dengan pemberatan
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Dalam

Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe Menurut KUHP

Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor
68/Pid.B/2024/PN Soe telah diterapkan secara tepat berdasarkan Pasal 363
KUHP. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur pencurian dengan
pemberatan terbukti sah dan meyakinkan melalui keterangan saksi, barang
bukti, dan pengakuan terdakwa. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur
pokok pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena mengambil barang milik

orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya.

Fakta persidangan juga menunjukkan terpenuhinya unsur pemberat
Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari
dan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Modus terdakwa yang
memasuki area hotel melalui jendela terbuka serta memanfaatkan situasi
sepi mempertegas karakteristik pencurian yang diperberat. Unsur
kesengajaan pun terbukti, terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar
mengambil, melarikan diri, dan menjual barang curian, tanpa adanya alasan

pembenar atau pemaaf.
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Majelis Hakim menerapkan Pasal 363 KUHP secara sistematis
dengan menyesuaikan antara norma dan fakta persidangan, sehingga
perbuatan terdakwa tidak hanya memenuhi pencurian biasa, tetapi layak
dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Dengan terbuktinya
seluruh unsur delik dan ketiadaan faktor penghapus kesalahan,
pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
sepenuhnya. Putusan hakim menunjukkan penerapan hukum pidana materiil

yang tepat, proporsional, dan selaras dengan asas keadilan.

. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pencurian

Dengan Pemberatan Dalam Kasus Tersebut

Pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku
pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN
Soe menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur utama
jarimah pencurian (sarigah), yaitu adanya niat jahat (qasd), pengambilan
harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, serta pelanggaran
terhadap hirz (tempat penjagaan). Meskipun unsur malam hari dan
dilakukan secara bersama-sama tidak disebutkan sebagai pemberat dalam
hukum Islam, faktor tersebut memperkuat adanya kesengajaan dan
perencanaan sehingga tingkat kesalahannya lebih berat secara moral

maupun hukum.

Namun, karena pencurian dilakukan bersama-sama, adanya potensi

syubhat, serta kemungkinan tidak terpenuhinya syarat nishab, maka sanksi
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hudud tidak dapat diterapkan. Oleh sebab itu, perbuatan pelaku
diklasifikasikan sebagai jarimah ta‘zir, yaitu tindak pidana yang
hukumannya ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat bahaya perbuatan
dan dampaknya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pelaku layak dijatuhi
hukuman ta‘zir yang berat karena tindakan tersebut dilakukan terencana,
melibatkan beberapa orang, melanggar hirz rumah, dan menimbulkan

ancaman terhadap rasa aman masyarakat.

Secara keseluruhan, menurut hukum Islam, pertanggungjawaban
pelaku dalam kasus. ini bersifat jelas dan tegas karena memenuhi unsur
pencurian dan mencederai prinsip keadilan, amanah, serta tujuan syariat
dalam melindungi ‘harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, hukuman ta‘zir
merupakan bentuk pemidanaan yang paling relevan untuk menjaga

kemaslahatan umum dan memulihkan keamanan sosial.

. Perbedaan Dan Persamaan Antara Pertanggungjawaban Pidana Dalam
KUHP Dan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara KUHP dan
hukum Islam dalam melihat pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian
dengan pemberatan pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Soe Persamaan
: Baik KUHP maupun hukum Islam sama-sama menekankan unsur inti
pencurian, yaitu mengambil harta milik orang lain secara melawan hukum
dan dilakukan dengan kesengajaan. Keduanya juga menegaskan bahwa

pelaku bertanggung jawab penuh apabila seluruh unsur perbuatan dan unsur
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kesalahan (mens rea atau gasd) terpenuhi tanpa adanya alasan pemaaf atau
pembenar. Dalam kedua sistem hukum tersebut, pelaku dapat dijatuhi
hukuman berat apabila tindakannya dilakukan secara terencana,
meresahkan masyarakat, dan mengancam keamanan. Perbedaan : Dalam
KUHP, unsur pemberat diatur secara tegas melalui Pasal 363 KUHP, seperti
pencurian pada malam hari, dilakukan dalam lingkungan tertutup, atau
dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur ini bersifat legal-formal dan
langsung berpengaruh terhadap berat-ringannya pidana. Dalam hukum
Islam, unsur pemberatan seperti “malam hari” atau “berkelompok™ tidak
diklasifikasikan secara normatif sebagai syarat tambahan untuk menentukan
jarimah, tetapi dapat menjadi indikator kesengajaan dan tingkat bahaya
perbuatan. Selain itu, syariat Islam membedakan sanksi antara hudiid dan
ta‘zir. Karena pencurian dalam perkara ini berpotensi mengandung syubhat
(misalnya ketidakpastian nishab atau modusnya tidak memenuhi kriteria
hudud), maka sanksinya tidak berupa potong tangan, tetapi masuk kategori
ta‘zir, yang bentuknya diserahkan kepada hakim untuk menjamin
kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan nya KUHP memberikan klasifikasi pemberatan secara
legal-formal, sedangkan hukum Islam menilai secara moral, niat, dan
tingkat bahaya sosial. Meskipun mekanisme dan dasar hukumnya berbeda,
kedua sistem tetap menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung
jawab penuh dan layak menerima hukuman yang sepadan demi menjaga

keamanan, keadilan, dan ketertiban masyarakat.
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B. Saran

1.

Bagi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)

Penegak hukum diharapkan lebih konsisten menerapkan asas
kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap tahap proses peradilan
pidana. Penjatuhan pidana hendaknya mempertimbangkan proporsionalitas
antara sifat perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, serta akibat yang
ditimbulkan, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga
mampu memberikan efek preventif. Dalam kasus-kasus tertentu,
pendekatan keadilan restoratif dapat diprioritaskan apabila syarat-syaratnya

terpenuhi.

. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan = terlibat secara aktif dalam upaya
pencegahan kejahatan melalui penguatan nilai gotong royong, kepedulian
sosial, dan partisipasi dalam pemantauan lingkungan. Sikap menerima
kembali mantan narapidana juga penting untuk mendukung reintegrasi

sosial dan mencegah terjadinya kejahatan ulang.

. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dan keadilan
substantif masih sangat luas untuk dikembangkan. Peneliti selanjutnya

dapat memperluas kajian pada:

a. analisis perbandingan putusan pengadilan dalam berbagai daerah,
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b. penerapan teori-teori keadilan modern dalam konteks hukum pidana

Indonesia,
c. efektivitas keadilan restoratif pada jenis tindak pidana tertentu, atau

d. hubungan antara keadaan sosial-ekonomi pelaku dengan putusan

pemidanaan.
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